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xRINGKASAN 
 
Eka Rastiyanto A H0403036. ”ANALISIS IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGEMBANGAN 
AGROFORESTRI DI KAWASAN HUTAN BROMO KARANGANYAR”. 
Dibawah bimbingan Dr. Ir. Kusnandar, Msi dan Ir. Sutarto. 
Dewasa ini telah terjadi pembukaan lahan hutan secara besar – besaran yang 
dapat menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab pembukaan 
lahan hutan adalah semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia yaitu dengan 
membuka dan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan pertanian. Agroforestri 
merupakan salah satu cara untuk mengatasi alih guna lahan tersebut. Agroforestri 
merupakan salah satu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan 
sebagian lahan hutan sebagai pengganti lahan pertanian tanpa merusak ekosistem dan 
kondisi lingkungan hutan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi, mengkaji sumber-sumber 
kebijakan (dana atau incentive dan fasilitas-fasilitas), Mengkaji kecenderungan-
kecenderungan atau tingkah laku pelaksana dan mengkaji Struktur Birokrasi dalam 
implementasi kebijakan pengembangan agroforestri kawasan hutan Bromo 
Karanganyar 
Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif, metode dasar 
penelitian adalah metode deskriptif, Pemilihan lokasi dalam penelitian ini diambil 
secara purposive (sengaja), penentuan informan dilakukan dengan menggunakan 
metode snowball sampling, jenis sumber data dalam penelitian ini adalah: Manusia 
(informan), Peristiwa (aktivitas) dan Tempat (lokasi) serta data tertulis, Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara atau diskusi, observasi, pencatatan, kajian 
dokumen dan arsip validitas data yang digunakan adalah triangulasi, Teknis analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas telah mengetahui konsep, tujuan 
dan sasaran program, pemilihan petugas implementator didasarkan atas pengalaman 
dan kemampuan berkomunikasi, petugas implementator diberikan pembekalan 
khusus untuk menunjang kemampuan tugasnya (kewirausahaan, pengelolaan lahan, 
dan manajerial), pesan bersifat mudah dalam menyampaikan maupun menerimanya, 
teknik penyampaian pesan menggunakan simulasi, training, wawancara, dan 
pertemuan atau koordinasi, sikap masyarakat terhadap program adalah menerima dan 
melaksanakannya. Sumber-sumber kebijakan berupa dana sudah mencukupi 
kebutuhan, dukungan fasilitas masih belum mencukupi kebutuhan yang ada sehingga 
dapat menjadi kendala dalam implementasi. Faktor-faktor yang mendasari petugas 
untuk menjalankan fungsinya adalah kewajiban sebagai pegawai Perum Perhutani, 
kebutuhan untuk bermasyarakat, kenaikan jenjang karir kepegawaian yang 
membutuhkan suatu prestasi dan reputasi yang baik, dan menyampaikan ilmu-ilmu 
yang didapatkan serta sebagai aktualisasi kemampuan. struktur birokrasi terdapat 
pembagian kerja yang jelas, akan tetapi dalam penerapannya belum terlaksana dengan 
baik, terdapat hirarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan 
yang tegas, kenaikan jabatan berdasakan senioritas dan didukung oleh prestasi kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan negara dengan keragaman ekosistem yang 
melimpah, salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan kesatuan ekosistem 
berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang 
lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan, pemerintah telah menetapkan hutan berdasarkan fungsi-
fungsinya menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan 
konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, hutan lindung adalah 
kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, sedangkan 
hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 
Dewasa ini telah terjadi pembukaan lahan hutan secara besar – besaran 
yang dapat menimbulkan banyak kerusakan dan permasalah-permasalahan baru 
khususnya di kawasan hutan maupun kerusakan pada kondisi lingkungan seperti 
erosi tanah, banjir, kekeringan, kepunahan ekosistem, dan terjadi perubahan iklim 
global yang sangat cepat. Salah satu penyebab pembukaan lahan hutan adalah 
semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia, selama periode 1999-2002 
telah terjadi pengurangan lahan sawah seluas 563.159 ha atau rata-rata 187.720 ha 
pertahun sekitar 30 persen sawah yang hilang berada di jawa (167.150 ha) dan 70 
persen berada di luar jawa (Roosita, 2004) sehingga menyebabkan alih guna 
fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian baru semakin besar. Pada umumnya 
pembukaan lahan pertanian baru oleh petani kecil atau tradisional adalah dengan 
cara tebas bakar (tebang dan bakar/slash and burn). Pembukaan lahan diawali 
dengan penebangan vegetasi hutan atau belukar secara manual dan membakarnya 
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untuk membersihkan lahan agar dapat ditanami. Teknik ini umum dilakukan 
karena cepat dan murah. Kemampuan seorang petani untuk melakukan 
pembukaan lahan seperti ini sangat terbatas, sehingga kawasan yang dialih-
gunakan oleh setiap petani juga terbatas (beberapa hektar). Petani modern dan 
intensif melakukan penebangan vegetasi hutan dengan bantuan peralatan mekanis 
sehingga kawasan yang bisa dialih-gunakan bisa sangat luas. 
Salah satu cara untuk mengatasi alih guna lahan dari kondisi sekarang ini 
adalah dengan melakukan sistem agroforestri. Agroforestri merupakan salah satu 
sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan sebagian lahan hutan 
sebagai pengganti lahan pertanian tanpa merusak ekosistem dan kondisi 
lingkungan hutan. Dalam pengembangan agroforestri tidak hanya terfokus pada 
teknik dan biofisik saja akan tetapi kebijakan pemerintah yang dibuat sebagai 
aturan dalam penggunaan sistem agroforestri juga sangat menentukan 
perkembangan agroforestri selanjutnya.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dalam otonomi daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 
2001, kepala Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-
bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan 
Pemerintah Pusat. Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang 
utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pembagian kewenangan 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana pada dasarnya 
seluruh kewenangan ada di Daerah, kecuali kewenangan di bidang politik luar 
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 
kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian kewenangan antara Pusat dan 
Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, sedangkan 
kewenangan Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan di luar yang telah 
menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi. Kewenangan Pusat di luar lima 
kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan yang bersifat perencanaan 
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makro, penetapan pedoman, norma, kriteria, dan standar. Sementara kewenangan 
Provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang 
bersangkutan. 
Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkait dengan 
stabilisasi dan distribusi dilakukan oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih 
tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi akan lebih banyak 
dilaksanakan oleh Daerah, karena Daerah lebih dekat kepada masyarakat 
sehingga dapat diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. Terkait 
dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Rakyat maka berdasarkan 
Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2003, pemerintah pusat mempunyai tugas 
dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan 
dan perlindungan hutan melalui Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum 
Perhutani). 
Pengembangan Agroforestri merupakan salah satu kebijakan dari 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang 
dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan 
memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proposional. 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Rakyat bertujuan untuk: (1) 
Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, Masyarakat Desa Hutan dan pihak 
yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya 
hutan. (2) Meningkatkan peran Perusahaan Masyarakat Desa Hutan dan pihak 
yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. (3) Menyelaraskan 
kegiatan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kondisi dan dinamika 
sosial masyarakat desa hutan. (4) Meningkatkan mutu sumber daya hutan sesuai 
dengan karakteristik wilayah. (5) Meningkatkan pendapatan Perusahaan, 
Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan secara simultan  
Masalah yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana 
penanganan/implementasi kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama 
Masyarakat ditingkat lokal. Untuk lebih menjamin keberlangsungan Program 
Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat komitmen yang kuat dari 
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pimpinan tertinggi di Pemerintahan mulai dari Presiden, Gubernur, 
Bupati/Walikota sampai pimpinan di lini lapangan. Dukungan politis juga 
diperlukan dari kalangan legislatif baik di pusat maupun daerah. Dukungan dari 
kedua lembaga itu sama pentingnya dengan dukungan dari LSM, swasta, tokoh 
masyarakat dan tokoh adat maupun agama. Atas dasar uraian di atas maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian Tentang Implementasi Kebijakan 
Pengembangan Agroforestri. 
B. Perumusan Masalah 
Kegagalan pembangunan seringkali bersumber dari kegagalan negara dan 
pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar. 
Dalam hal ini kebijakan adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi 
masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu 
dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya 
dilapangan dengan menggunakan instrumen tertentu (Djogo, et al. 2003) 
Kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah, kebijakan adalah intervensi 
pemerintah (dan publik) untuk mencari cara pemecahan mesalah dalam 
pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik. 
Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya dan 
pelaksanaannya (Implementasi). Jawa tengah sebagai salah satu daerah dengan  
memiliki kawasan hutan seluas 92.119,5 ha maka tersedia peluang untuk 
mengembangkan agroforestri sebagai bentuk pengelolaan sumber daya hutan 
sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin 
keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Peluang 
pengembangan agroforestri tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses 
implementasi khususnya bagi pemerintah untuk menjamin keadilan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perlu mengetahui cara-cara implementasi 
pengembangan agroforestri untuk menjamin fungsi dan manfaatnya untuk 
kesejahteraan masyarakat. 
 
xv
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan permasalahan yang akan dikaji 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan 
agroforestri kawasan hutan Bromo Karanganyar? 
2. Bagaimanakah sumber-sumber kebijakan (dana atau incentive dan fasilitas-
fasilitas) dalam implementasi kebijakan pengembangan agroforestri kawasan 
hutan Bromo Karanganyar? 
3. Bagaimanakah kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku pelaksana 
dalam implementasian kebijakan pengembangan agroforestri kawasan hutan 
Bromo Karanganyar? 
4. Bagaimanakah struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 
pengembangan agroforestri kawasan hutan Bromo Karanganyar? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses implementasi kebijakan 
pemerintah dalam pengembangan agroforestri kawasan hutan Bromo 
Karanganyar, dengan mengarahkan kajiannya secara teliti pada : 
1. Mengkaji komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan 
agroforestri kawasan hutan Bromo Karanganyar 
2. Mengkaji sumber-sumber kebijakan (dana atau incentive dan fasilitas-
fasilitas) dalam implementasi kebijakan pengembangan agroforestri kawasan 
hutan Bromo Karanganyar 
3. Mengkaji kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku pelaksana  
implementasi kebijakan dalam pengembangan agroforestri kawasan hutan 
Bromo Karanganyar 
4. Mengkaji struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan 
agroforestri kawasan hutan Bromo Karanganyar 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaaan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana di fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam 
menentukan cara penerapan atau implementasi kebijakan pembangunan secara 
umum dan pengelolaan agroforestri secara khusus. 
3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi kajian dalam 
bidang penelitian serupa.   
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Kebijakan Publik  
Policy (kebijakan) secara estimologis berasal dari bahasa yunani, polis 
(negara/kota), dan pur (kota) dalam bahasa sansekerta dan menjadi politia 
(negara) dalam bahasa latin. Bahasa inggris pertengahan mengadopsi kata dari 
bahasa latin tersebut menjadi policie untuk menunjukkan pada masalah yang 
berhubungan dengan public dan administrasi pemerintah (Purwasito, 2001). 
Menurut Winarno (2002), kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang 
diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan 
terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam 
rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu 
maksud tertentu. Sedangkan menurut Djogo, et al (2003) Kebijakan adalah 
cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu 
atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan 
keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya dilapangan dengan 
menggunakan instrument tertentu.  
Menurut Elis dalam Djogo, et al (2003) Untuk pelaksanaan kebijakan 
perlu ada lembaga (organisasi) yang mewadahi dan menjalankannya. 
Biasanya kebijakan di buat dan dilaksanakan oleh negara atau lembaga-
lembaga atau badan dalam negara. Negara harus dibedakan dari pemerintah. 
Pemerintah adalah sekumpulan orang yang ditugasi untuk menjalankan 
kehidupan suatu negara, yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan. 
Negara adalah seluruh sistem institusi publik yang bertanggung jawab atas 
administrasi dan menjalankan serta menegakkan keputusan-keputusan politik 
dan kebijakan yang telah diambil. Negara mencakup seluruh elemen dan 
perangkat institusi publik dan birokrasi, dinas dan angkatan bersenjata yang 
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menjadi kendaraan pemerintah menjalankan kekuasaannya  
Pembuatan atau pengembangan kebijakan biasanya sangat tergantung 
pada kemauan politik pemerintah. Pemerintah yang bersifat diktator, represif 
atau otoriter cenderung membuat kebijakan secara sepihak, artinya dilakukan 
oleh pemerintah sendiri tanpa mempedulikan masukan dari publik serta lebih 
memperhatikan kepentingan politik kelompok tertentu daripada kepentingan 
publik. Namun di berbagai negara pengembangan kebijakan semakin 
memperhatikan pendapat atau masukan dari publik. Tekanan publik dan 
masyarakat madani (civil society) di Indonesia akhir-akhir ini telah memaksa 
sebagian elemen pemerintah untuk melakukan perubahan dan mengadopsi 
paradigma baru. Pemerintah bisa melaksanakan kebijakan tetapi proses 
perancangan dan pembuatan pembuatan kebijakan harus melibatkan publik. 
Publik dalam hal ini mencakup berbagai elemen masyarakat termasuk 
masyarakat umum, masyarakat adat, lembaga bukan pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat, swasta, peruguran tinggi atau kaum akademik, tokoh 
agama dan pemuka masyarakat lainnya. Idealnya semua pihak ini dilibatkan 
dalam proses pembuatan kebijakan sebelum akhirnya disyahkan secara formal 
oleh pemerintah (Djogo, et al, 2003) 
Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, yang dipicu oleh revolusi 
teknologi komunikasi dan globalisasi dunia, telah membawa dampak 
tersendiri bagi studi kebijakan publik. Pertama, revolusi teknologi dan 
globalisasi dunia telah mendorong terjadinya proses demokratisasi disebagian 
besar negara-negara berkembang yang pada awalnya merupakan negara-
negara otoriter. Kondisi ini mendorong keterlibatan aktor-aktor baru dalam 
perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan tidak lagi didominasi oleh 
segelintir elit politik yang tidak dapat dikritik, namun kini telah melibatkan 
semakin banyak warga negara dan kelompok-kelompok kepentingan. Dengan 
demikian, pemerintah dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang semakin 
beragam. Kedua, pararel dengan kondisi tersebut adalah bahwa globalisasi 
informasi telah melahirkan tipe masyarakat yang semakin kritis. Akibatnya, 
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warga negara sekarang ini semakin peduli terhadap kebijakan-kebijakan 
publik yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan pribadinya, 
sehingga pemerintah harus semakin responsif dan akomodatif (Winarno, 
2002) 
Proses pembuatan kebijakan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa 
cara atau pendekatan. Pemerintah otoriter atau korup cenderung membuat 
kebijakan yang menguntungkan kelompok kepentingannya mengabaikan 
peran publik dan masyarakat madani. Sebaliknya pemerintahaan yang 
demokrasi memerlukan partisipasi publik dalam proses pembuatannya. Di 
Indonesia proses ini banyak didukung oleh masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat dan media massa sebagai unsur penting dalam masyarakat madani 
(civil society). Proses pembuatan kebijakan yang melibatkan peran serta 
berbagai unsur masyarakat disebut proses konsultasi publik atau mekanisme 
konsultasi publik (Djogo, et al, 2003) 
Menurut Winarno (2002), perumusan kebijakan merupakan proses 
yang rumit. Beberapa metode untuk mempelajarinya telah dikembangkan oleh 
para ilmuwan yang menarut minat terhadap kebijakan publik. Suatu metode 
yang popular membagi perumusan kebijakan ke dalam tahap-tahap dan 
kemudian menganalisis masing-masing tahap tersebut. Pertama-tama 
dipelajari bagaimana masalah-masalah timbul dan masuk ke dalam agenda 
pemerintah, kemudian bagaimana masyarakat merumuskan masalah-masalah 
tersebut untuk mengambil tindakan, kemudian sikap apa yang diambil oleh 
badan legislative atau lembaga lainnya, kemudian bagaimana para pemimpin 
menerapkan kebijakan itu, dan akhirnya, bagaimana kebijakan tersebut 
dievaluasi. 
Sesuai dengan undang-undang otonomi daerah nomor. 22 tahun 1999  
maka daerah diberi kewenangan mengatur kebijakan pembangunan, sehingga 
diperlukan sumber daya untuk mengelolanya. Upaya peningkatan kapasitas 
daerah dalam segala aspek (yaitu) aspek kelembagaan, personil, keuangan dan 
partisipasi masyarakat. Otonomi daerah dilaksanakan dalam derap kerja 
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terkoordinasi (vertikal/horisontal) dan diupayakan dengan partisipasi penuh 
dari masyarakat melalui kegiatan LSM dan elemen masyarakat lainnya. 
Partisipasi masyarakat menyangkut kerjasama dalam monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan Otonomi Daerah (Sajogyo dan Siregar, 2002) 
Dalam monitoring dan evaluasi maka diperlukan sebuah 
penganalisisan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn 
(2003) Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian 
yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi, pengungkapan pendapat, 
dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahnya ke 
dalam sejumlah komponen, tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif 
baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai dari 
penelitian untuk menjelaskan, atau (sekedar) memberikan pandangan-
pandangan terhadap isyu-isyu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai 
dengan mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis 
kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berpikir yang 
keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang 
ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis 
yang canggih. Analisis Kebijakan dilakukan dengan menciptakan, menilai, 
dan mengkomunikasikan pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan)  
dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut 
mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang   waktu. Dan 
terdapat sejumlah cara di mana penerapan analisis kebijakan dapat 
memperbaiki proses pembuatan kebijakan (Anharudin, 2007) 
Analisis kebijakan ada untuk menyediakan metodologi yang sistematis 
untuk memecahkan masalah yang rumit, tujuan yang secara langsung 
berlawanan dengan pandangan bahwa pembuatan kebijakan menyangkut 
kalkulasi yang sepenuhnya rasional, melibatkan aktor-aktor rasional secara 
ekonomis, politis, dan organisasional, yang berusaha memaksimalkan utilitas 
ekonomi, kekuasaan politik, dan efektivitas organisasi. Metodologi analisis 
kebijakan diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin 
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ilmu: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Metodologi analisis 
kebijakan bertujuan menciptakan, menilai secara kritis, dan 
mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam hal 
ini pengetahuan menunjuk pada kepercayaan tentang sesuatu yang secara akal 
sehat dapat dibenarkan, yang berbeda dengan kepercayaan tentang kebenaran 
yang pasti, atau juga kebenaran dengan probabilitas statistik tertentu (Dunn, 
2003) 
Metode analisis kebijakan adalah prosedur umum untuk menghasilkan 
dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam 
berbagai konteks (Dunn, 2003). Metodologi Analisis Kebijakan 
menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan 
masalah; yaitu definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Dalam 
analisis kebijakan, prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama 
khusus, misalnya: Definisi (perumusan masalah) menghasilkan informasi 
mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah; Prediksi (peramalan) 
menghasilkan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari 
penerapan alternatif kebijakan (sekarang); Preskripsi (Rekomendasi) 
menghasilkan informasi mengenai nilai kegunaan relatif dari konsekuensi di 
masa depan dari suatu pemecahan masalah; Deskripsi (Pemantauan) 
menghasilkan informasi  tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari 
diterapkannya alternatif kebijakan; dan Evalusai menghasilkan informasi 
mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan 
masalah (Anharudin, 2007) 
2. Implementasi Kebijakan 
a. Konsep Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasai, 
prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan 
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi 
adalah sebagai proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat 
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aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan 
perubahan (Ali, 2007). Sementara itu Van Meter dan Van Horn (1975) 
membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah 
maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-
tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 
menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 
perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-
keputusan kebijakan.  
Menurut Dunn (2003) tiga elemen sistem kebijakan salah satunya 
adalah pelaku kebijakan (policy stakeholder) yang khusus, yaitu para 
individu atau kelompok individu yang mempunyai andil didalam 
kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan 
pemerintah. Sistem kebijakan berisi proses bersifat dialektis, yang berarti 
bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak 
terpisahkan didalam prakteknya (implementasi).  
Dalam studi implementasi, Winarno (2002) menyabutkan bahwa 
dewasa ini ilmuwan politik yang mengkaji kebijakan publik semakin 
meningkat, namun masih relatif sedikit yang diketahui orang mengenai 
proses implementasi kebijakan. Keadaan ini akan berdampak negatif 
dalam dua hal. Pertama, hal ini tentu saja merupakan kekurangan yang 
tidak menguntungkan dalam usaha memahami proses kebijakan. Kedua, 
kondisi ini akan lebih mendorong terjadinya kesempatan/peluang untuk 
memberi saran yang kurang baik pada para pembuat kebijakan. Kekurang 
pahaman terhadap implementasi kebijakan mendorong para pengamat 
segera mengaitkan kegagalan suatu kebijakan dengan perencanaan yang 
tidak memadai atau tidak memadainya program itu sendiri ketika mereka 
dihadapkan dengan suatu program yang tidak berhasil. Oleh karena itu 
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studi implementasi menambahkan suatu dimensi baru kepada analisis 
kebijakan. Hal ini memberikan suatu pemahaman baru tentang bagaimana 
suatu sistem berhasil atau gagal dalam menterjemahkan tujuan-tujuan 
kebijakan secara umum kedalam pelayanan-pelayanan publik yang nyata 
dan bermakna bagi para peminat politik dan pembuat keputusan. 
Implementasi yang efektif membutuhkan rantai komando yang 
baik dan kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengontrol yang baik 
(Parsons, 2006). Lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang 
sempurna: 
1. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang 
padu. 
2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan  
3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan 
4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan di antara 
organisasi 
5. Bahwa tidak ada tekanan waktu (Parsons, 2006) 
b. Model Proses Implementasi Kebijakan 
1. Van meter dan Van Horn dalam Winarno (2002) mempunyai model 
poses implementasi kebijakn yang didalamnya terdapat enam variable 
yang saling berhubungan dalam pencapaian tujuan implementasi. 
Variabel-variabel tersebut adalah:  
a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan 
Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna didalam 
menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara 
menyeluruh. Disamping itu ukuran-ukuran dasar dan tujuan 
kebijakan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan 
mudah dalam beberapa kasus 
b. Sumber-sumber kebijakan 
Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang 
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang 
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dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong 
dan memperlancar implementasi 
c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksananya 
Komunikasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit 
dalam meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi 
atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator 
dapat menyebarluaskannya baik secara sengaja maupun tidak 
sengaja 
d. Karakteristik badan-badan pelaksananya 
Karakteristik ini berhubungan dengan struktur birokrasi yakni 
karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan 
yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang 
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa 
yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. 
e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik 
Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan pusat perhatian 
yang besar dalam mengidentifikasikan pengaruh variable-variabel 
lingkungan dari hasil-hasil kebijakan 
f. Kecenderungan pelaksana (implementers) 
Kecenderungan pelaksana berkaitan dengan kemampuan dan 
keinginan dari pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan 
itu sendiri, seperti: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang 
kebijakan, macam tanggapan (penerimaan, netralitas, penolakan) 
dan intensitas tanggapan itu 
2. sedangkan model proses implementasi kebijakan menurut Edwars 
(Winarno, 2002) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
a. Komunikasi 
Menurut Hovland (Effendy, 1990) komunikasi adalah 
proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan 
perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk 
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kata) untuk merubah tingkah laku orang lain (komunikan). 
Sedangkan menurut Cooley (Effendy, 1986) komunikasi adalah 
mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antara manusia 
dan yang memperkembangkan semua lambang pikiran bersama-
sama dengan sarana untuk menyiarkannya dalam ruang dan 
merekamnya dalam waktu. 
Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan di 
atas tampak adanya sejumlah komponen/unsur yang dicakup, yang 
merupakan persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam bahasa 
komunikasi, komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. 
2. Pesan adalah pernyataan yang di dukung oleh lambang 
3. Komunikan adalah orang yang menerima pesan 
4. Media adalah sarana/saluran yang mendukung pesan bila 
komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya 
5. Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan (Effendy, 
2002) 
Proses komunikasi secara primer adalah proses 
penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang 
lain dengan menggunakan lambang (simbol) sebagai media. 
Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah 
bahasa, isyarat, warna, gambar, dan sebagainya yang secara 
langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan 
komunikator kepada komunikan. Sedangkan proses komunikasi 
sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada 
orang lain dengan menggunakan alat/sarana sebagai media kedua 
setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seseorang 
komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan 
komunikasinya dikarenakan komunikan sebagai sasarannya berada 
ditempat relatif jauh atau jumlahnya banyak (Effendy, 2002). 
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Berlo (Cangara, 2004) membuat formula komunikasi 
yang lebih sederhana, formula itu dikenal dengan nama SMRC 
yakni Source (pengirim), Message (pesan), Chanel (saluran-media) 
dan Receiver (penerima). 
1. Sumber 
Semua proses komunikasi akan melibatkan sumber 
sebagai pembuat/pengirim informasi. Menurut Effendy (2003) 
ditinjau dari komunikator untuk melaksanakan komunikasi 
efektif terdapat dua faktor penting pada diri komunikator, 
yakni kepercayaan pada komunikator (source credibility) dan 
daya tarik komunikator (source attractiveness). Menurut 
Pratikto (1987) beberapa faktor-faktor kredibilitas yang harus 
diperhatikan bagi seseorang yaitu: 
a. kompetensi, adalah kemampuan seseorang dalam 
bidangnya menjamin kepercayaan bagi pendengarnya. 
b. Karakter, adalah kemampuan seseorang dengan sifat, tabiat 
karakter yang dipandang baik oleh umum akan 
memperoleh kepercayaan yang lebih besar. 
c. Kepribadian, orang yang berkepribadian terbuka, 
penggembira dan mudah bergaul akan lebih dapat lekas 
mendapat kepercayaan dari pada orang yang pendiam dan 
pemurung 
d. Tujuan, seseorang yang berbicara akan terasa apa tujuan 
pembicaraan itu 
e. Dinamisme, adalah faktor kegesitan bergerak serta ringan 
tangan kadang-kadang ditanggapi sebagai orang yang rajin 
bekerja 
Menurut Soekartawi (1988) kredibilitas seorang 
komunikator sering ditentukan oleh titel yang dipunyai, 
pangkat  atau jenjang kepegawaian, status sosial, dan 
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penampilan dalam melakukan komunikasi. Sedangkan menurut 
Berlo (1960) faktor yang mempengaruhi sumber yaitu 
ketrampilan berkomunikasi, sikap, tingkat pengetahuan dan 
posisi dalam sistem sosial budaya. Ada lima ketrampilan 
berkomunikasi verbal, yaitu ketrampilan penyandian yang 
meliputi menulis dan berbicara, ketrampilan pengawasandian 
yang meliputi membaca dan mendengarkan, dan yang sangat 
penting diantara penyandian dan pengawasandian yaitu 
pikiran/pendapat. Tingkat ketrampilan berkomunikasi kita 
menentukan keberhasilan komunikasi dalam dua cara, pertama 
mereka mempengaruhi kemampuan kita untuk menganalisa 
tujuan dan kehendak kita, kemampuan kita untuk berkata 
sesuatu ketika kita berkomunikasi. Kedua, mereka 
mempengaruhi kemampuan kita untuk menyampaikan pesan 
dimana mengungkapkan apa yang kita kehendaki. 
2. Pesan 
Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah 
suatu yang disampaiakan pengirim kepada penerima pesan, 
dapat disampaiakn dengan cara tatap muka atau melalui media 
komunikasi. Menurut Effendy (2003), pesan yang disampaikan 
oleh komunikator kepada komunikan melalui bahasa yang 
terdiri dari isi (the content) dan lambang (symbol).  
Menurut Berlo (1960), faktor yang mempengaruhi 
pesan adalah isi pesan, struktur pesan dan perlakuan pesan. 
Pesan merupakan stimulus yang dihasilkan oleh sumber. 
Dalam hal ini kita harus mengemas suatu pesan itu sederhana 
mungkin agar mudah dipahami sasaran (Ibrahim et al, 2003). 
3. Media 
Menurut Cangara (2004) media yang dimaksud disini 
adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaiakan 
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pesan dari sumber kepada penerima. Sedangkan menurut Levis 
(1996) media saluran komunikasi adalah medium/pembawa 
pesan yang mana pesan tersebut disampaiakan dari sumber 
kepada penerima. Menurut Berlo (1960) faktor yang 
mempengaruhi saluran media yaitu penglihatan, pendengaran, 
penciuman, perasaan, dan alat peraba. 
4. Sasaran. 
Sasaran adalah pihak yang menjadi objek dari pesan 
yang dikirim oleh sumber. Sasaran dapat berupa orang-
perseorangan atau dapat berupa kelompok. Menurut Berlo 
(1960), faktor yang mempengaruhi sasaran yaitu ketrampilan 
berkomunikasi, sikap, tingkat pengetahuan dan posisi dalam 
sistem sosial budaya 
Proses komunikasi juga mempengaruhi keberhasilan 
implementasi, menurut Edwars (1980) persyaratan pertama bagi 
implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang 
melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka 
lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan perintah-perintah harus 
diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-
keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi-
komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh 
para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang 
menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanan dan 
hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan 
kebijakan  
b. Sumber-sumber (dana dan fasilitas) 
Di samping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran 
kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses 
implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. 
Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang 
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keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang 
dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang 
mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam 
praktek implementasi kebijakan, kita sering sekali mendengar para 
pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak 
mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang 
telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar 
kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan 
implementasi kebijakan (Winarno, 2002)  
c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku pelaksana 
Menurut Mc. Clelland (As’ad, 1982) mengatakan bahwa 
timbulnya tingkah laku karena diprngaruhi oleh kebutuhan yang 
ada dalam diri manusia. Sedangkan menurut Maslow (1994) 
seseorang berprilaku/bekerja karena adanya dorongan untuk 
memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang 
diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang 
pertama telah terpenuhi maka kebutuhan tingkat kedua akan 
menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan kedua telah 
terpenuhi maka muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya 
sampai pada tingkat kebutuhan kelima. Mengenai kebutuhan 
manusia, meskipun kebutuhan manusia beranekaragam, kebutuhan 
utama manusia pada hakekatnya sama. Maslow (1994) membagi 
kebutuhan manusia dengan membentuk suatu hierarki sebagai 
berikut: 
1. Kebutuhan Fisik (physiological needs)
adalah kebutuhan biologis yang langsung berhubungan 
dengan kelangsungan hidup, seperti sandang, pangan, papan 
dan sebagainya. 
2. Kebutuhan keamanan (safety needs)
Kebutuhan ini erat kaitannya dengan kebutuhan akan 
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rasa aman baik kaitannya secara lahir maupun secara batin. 
Seseorang akan termotivasi untuk memperoleh kehidupan yang 
aman dan tenang kapanpun dan dimanapun berada, sehingga 
dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dapat terus berlanjut. 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keselamatan, perlindungan 
dari bahaya, ancaman dan perampasan atau pemecatan dari 
pekerjaan dan sebagainya. 
3. Kebutuhan sosial (sosial needs)
Kebutuhan ini nampak pada hubungan antara manusia 
yang satu dengan yang lainnya. Manusia akan berusaha untuk 
terus menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja jika ingin 
diterima di tengah-tengah masyarakat. Orang yang memiliki 
rasa kemanusiaan yang tinggi akan semakin terdorong untuk 
saling menghormati, menghargai dan saling tolong-menolong 
diantara sesamanya agar dapat menciptakan lingkungan sosial 
masyarakat yang aman dan kondusif. Kebutuhan ini meliputi 
kebutuhan akan rasa cinta, kepuasan dalam menjalin hubungan 
dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta 
diterima dalam suatu masyarakat dan diterima dalam suatu 
kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang. 
4. Kebutuhan penghargaan (appreciation needs)
Kebutuhan ini erat hubungannya dengan status 
seseorang. Status ini dapat di manifestasikan dalam banyak hal, 
seperti tongkat komando, harta yang melimpah dan lain-lain. 
Seseorang akan berusaha dan termotivasi untuk dapat hidup 
yang lebih baik dan lebih cukup sehingga dapat terpandang 
ditengah-tengah masyarakat sekitar. Kebutuhan ini meliputi 
kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, 
reputasi, dan prestasi. 
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5. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization)
Kebutuhan ini akan tampak pada keinginan untuk 
mengembangkan kapasitas mental dan kerjanya. Seseorang 
yang memilii keahlian/kapasitas kerja akan lebih termotivasi 
untuk terus meningkatkan apa yang dimilikinya dan 
dikuasainya dalam hal ini menyangkut keahliannya dalam 
rangka mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Kebutuhan ini 
meliputi kebutuhan pemenuhan diri, pengembangan diri 
semaksimal mungkin, kreatifitas dan melakukan apa yang 
paling cocok serta menyelesaikan pekerjaan sendiri. 
Dalam proses implementasi kebijakan, tingkah laku 
pelaksana sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan 
implementasi tersebut. Pemahaman pelaksana tentang tujuan 
umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan 
merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang 
berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut 
secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu 
implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para 
pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah 
persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidak 
sesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha 
menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan 
persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan 
kebijakan (Winarno, 2002) 
Arah kecenderungan-kecenderunagn pelaksana terhadap 
ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal 
yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam 
melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka 
menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-
kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap 
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ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima 
secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong 
bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Menurut Van Meter 
dan Van Horn (Winarno, 2002), ada beberapa alasan mengapa 
tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang 
bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, 
yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya 
mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para 
pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan 
kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada 
dan yang lebih disenangi. Dengan gejala seperti ini, maka dapat 
dikatakan dengan bahasa yang lebih singkat bahwa kelompok-
kelompok manusia menemui kesulitan untuk melaksanakan 
tindakan-tindakan secara efektif karena mereka tidak mempunyai 
kepercayaan-kepercayaan yang mendasari tindakan-tindakan 
tersebut (Winarno, 2002) 
Akhirnya, seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan 
Van Horn (Winarno, 2002), intensitas kecenderungan-
kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi pencapaian 
kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan 
negative mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap 
menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka 
persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bahwa 
mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut 
sama sekali. Selain itu tingkah laku yang kurang kuat mungkin 
menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak 
secara sembunyi-sembunyi (Winarno, 2002). Dalam keadaan 
seperti ini Van Meter dan Van Horn (1975) menyarankan agar 
orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk 
menjelaskan perbedaan-perbedaan efektivitas implementasi 
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d. Struktur Birokrasi 
Dalam proses implementasi kebijakan, Birokrasi 
merupakan salah satu badan yang sering bahkan secara 
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara 
sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk 
kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah 
sosial dalam kehidupan modern. Pada dasarnya, para pelaksana 
kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan 
mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk 
melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka mungkin 
masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka 
menjalankan kegiatan tersebut. Struktur birokrasi diartikan sebagai 
karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan 
yang tejadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang 
mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa 
yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen 
dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-
organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personel 
mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditunjukkan kepada 
ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta 
dalam sistem penyampaian kebijakan (Winarno, 2002).  
Menurut Weber didalam organisasi birokrasi wewenang 
ditentukan berdasarkan pada pengakuan atas aturan-aturan dan 
prosedur-prosedur resmi. Sedangkan ciri birokrasi adalah adanya 
pembagian kerja, sebuah hirarki wewenang yang jelas, prosedur 
seleksi yang formal, peraturan yang rinci serta adanya sifat 
hubungan impersonal (bukan atas dasar hubungan pribadi) 
(Etzioni, 1985). Karakteristik birokrasi menurut Weber adalah: 
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1. Suatu organisasi terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan 
antara jabatan-jabatan. Blok-blok bangunan dasar dari organisasi 
formal adalah jabatan-jabatan. 
2. atau rencana organisasi terbagi kedalam tugas-tugas; tugas-tugas 
organisasi disalurkan  di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban 
resmi 
3. Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada 
jabatan. Yakni, satu-satunya saat bahwa seseorang diberi 
kewenangan untuk melakukan tugas-tugas jabatan adalah ketika ia 
secara sah menduduki jabatannya. 
4. Garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan 
hierarkis. Hierarkinya mengambil bentuk umum suatu piramida, 
yang menunjukkan setiap pegawai bertanggung jawab kepada 
atasannya atas keputusan-keputusan bawahannya serta keputusan-
keputusannya sendiri. 
5. Suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas, yang 
ditetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-
fungsi jabatan dalam organisasi 
6. Proesedur dalam organisasi bersifat formal dan impersonal – 
yakni, peraturan-peraturan organisasi berlaku bagi setiap orang. 
Jabatan diharapkan memiliki orientasi yang impersonal dalam 
hubungan mereka dengan langganan dan pejabat lainnya 
7. Suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin 
merupakan bagian dari organisasi. 
8. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan 
kehidupan organisasi. 
9. Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan 
kualifikasi teknis, alih-alih koneksi politis, koneksi keluarga, atau 
koneksi lainnya 
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10. Meskipun pekerjaan dalam birokrasi berdasarkan kecakapan 
teknis, kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan 
prestasi kerja  
3. Pembangunan Pertanian dan Kehutanan 
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan 
dari suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya (Saragih, 2002) Menurut 
Riyadi dalam Mardikanto (1997) pembangunan adalah suatu usaha atau 
proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup 
suatu masyarakat (individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan 
melaksanakan pembangunan ini 
Pembangunan pertanian diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan 
untuk selalu menambah produksi pertanian bagi tiap-tiap konsumen yang 
sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktifitas usaha tiap petani 
dengan jalan menambah modal skill untuk memperbesar turut campur tangan 
manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan 
(Mardikanto,1994). Bagi negara-negara yang sedang berkembang, 
pembangunan pertanian pada abad 21 selain bertujuan untuk mengembangkan 
sistem pertanian yang berkelanjutan juga harus mampu meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang akan menunjang sistem itu. Peningkatan sumber 
daya manusia disini tidak dibatasi maknanya dalam artian peningkatan 
produktifitas mereka saja namun tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan 
kemampuan para petani untuk dapat lebih berperan dalam berbagai proses 
pembangunan (Soetrisno, 1998). 
Menurut Basuno (2007) tujuan akhir pembangunan pertanian bukanlah 
untuk meningkatkan produksi belaka akan tetapi untuk membangun 
komunitas daerah, sehingga mereka dapat memperbaiki kehidupan dan 
kesejahteraan mereka. Bagian program yang terlihat memainkan peranan 
penting untuk mengisi lingkungan tertentu dalam budaya, pasar, dan suasana 
tertentu dan mereka dapat menemukan kebenaran yang tidak dapat dipungkiri 
melalui potensi lokal, seperti kebijakan lokal, bakat kepemimpinan lokal, dan 
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berbagai organisasi dan lembaga lokal. Inti dari pemberdayaan masyarakat 
adalah untuk memfasilitasi mereka dengan berbagai hal sehingga mereka 
dapat untuk memperbaiki kesejahteraan mereka dengan berpijak pada kakinya 
sendiri. Kegagalan dalam membantu masyarakat dapat menyebabkan kegiatan 
sementara, karena mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap kegiatan 
mereka. Partisipasi pengembangan masyarakat akan dapat memberikan 
keberhasilan yang lebih 
Visi pembangunan pertanian menurut Wisnusaputra (2006) adalah 
terwujudnya sistem dan usaha agribisnis yang mensejahterakan rakyat 
terutama petani, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan serta mampu menjadi 
motor pembangunan ekonomi daerah dan nasional yang kuat dan dinamis. 
Tujuan-tujuan yang paling mendesak dari program pembangunan pertanian 
pada khususnya, yaitu yang perlu diingat bahwa program pembangunan 
pertanian harus merupakan bagian dari program pembangunan pedesaan yang 
menyeluruh, yang nantinya dapat diterima sebagai bagian dari program 
pembangunan hidup di desa-desa. Dalam hal ini prioritasnya adalah : 
a. Mengurangi atau menghilangkan kekurangan bahan pangan di beberapa 
tempat yang terus meningkat. 
b. Mengurangi kekurangan lapangan kerja di daerah pedesaan. 
c. Meningkatkan pendapatan dan tingkat kehidupan umum di daerah 
pedesaan (Hohnholz, 1988).  
Menurut Saragih (2004) mengemukakan bahwa apabila perencanaan 
pembangunan pertanian dan pelaksanaannya dikelola dengan baik, maka 
pembangunan pertanian yang dilaksanakan dengan seksama dapat 
memperbaiki pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan. 
Pada akhirnya, hasil pembangunan tersebut dapat memakmurkan masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan. 
Akan tetapi, sekarang permasalahan di sektor pertanian sangat berat, 
namun harus dapat segera diselesaikan secara komprehensif dan sistematis 
dengan mengikuitsertakan seluruh komponen bangsa melalui  konsep-konsep 
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pembangunan pertanian yang jelas dan terarah. Satu-satunya jalan untuk 
mengatasi masalah tersebut adalah menjadikan pertanian sebagai platform 
pembagunan nasional. Indonesia adalah negara tropis yang kaya akan sumber 
daya alam. Tanah yang subur dan lautan yang luas adalah sumber daya alam 
hayati yang tidak ternilai harganya. Sumber daya alam tersebut bahkan sampai 
saat ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Dengan pembangunan 
berbasis pada sumber daya akan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang 
dihadapi di sektor pertanian saat ini (Mattjik, 2004).  
Pemanfaatan lahan pertanian di Indonesia, seringkali kurang 
dimanfaatkan secara baik. Perubahan fungsi lahan produktif menjadi lahan 
pertanian subur yang digunakan untuk bangunan pabrik, perumahan, jalan, 
dan sebagainya. Bila pengurangan lahan produktif ini tidak segera diganti, 
maka hal ini akan mengancam swasembada pangan. Pemanfaatan lahan yang 
tidak sesuai dengan harapan menyebabkan rendahnya produktivitas lahan 
(Soekarwati, 1996) 
Semakin menyempitnya lahan pertanian menyebabkan lahan hutan 
yang relatif masih luas digunakan sebagai pengganti lahan pertanian yang 
telah berubah fungsi. Walaupun disadari alih guna lahan hutan menjadi lahan 
pertanian dapat menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan 
tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan 
perubahan lingkingan global. (Hairiah, et. al. 2003) 
Alih-guna lahan dari hutan alam semakin cepat pada beberapa 
dasawarsa terahir ini. Perubahan pola hidup dari subsisten menjadi komersial 
mengakibatkan kebutuhan petani semakin beragam dan makin banyak 
jumlahnya. Kebutuhan lahan pertanian semakin luas karena hasil panen tidak 
hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri tetapi juga untuk dijual. Hal ini 
mengakibatkan lahan hutan yang dialih-gunakan menjadi lahan pertanian 
semakin luas. Kecepatan alih-guna lahan semakin tinggi karena adanya 
penebangan kayu untuk diperdagangkan. Namun demikian, kecepatan 
alihguna lahan yang sesungguhnya sulit ditentukan. 
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Hutan merupakan sistem penggunaan lahan yang ‘tertutup’ dan tidak 
ada campur tangan manusia. Masuknya kepentingan manusia secara terbatas 
misalnya pengambilan hasil hutan untuk subsisten tidak mengganggu hutan 
dan fungsi hutan. Tekanan penduduk dan ekonomi yang semakin besar 
mengakibatkan pengambilan hasil hutan semakin intensif (misalnya 
penebangan kayu) dan bahkan penebangan hutan untuk penggunaan yang lain 
misalnya perladangan, pertanian atau perkebunan. Gangguan terhadap hutan 
semakin besar sehingga fungsi hutan juga berubah. Beberapa fungsi dan 
manfaat hutan bagi manusia dan kehidupan lainnya adalah: 
a. Penghasil kayu bangunan (timber) 
Di hutan tumbuh beraneka spesies pohon yang menghasilkan kayu dengan 
berbagai ukuran dan kualitas yang dapat dipergunakan untuk bahan 
bangunan (timber). Kayu bangunan yang dihasilkan mempunyai nilai 
ekonomi sangat tinggi. 
b. Sumber Hasil Hutan Non-kayu (Non Timber Forest Product = NTFP) 
Tingkat biodiversitas hutan alami sangat tinggi dan memberikan banyak 
manfaat bagi manusia yang tinggal di sekeliling hutan. Selain kayu 
bangunan, hutan juga menghasilkan beraneka hasil yang dapat 
dimanfaatkan sebagai obat-obatan, sayuran dan keperluan rumah tangga 
lainnya (misalnya rotan, bambu dsb). 
c. Cadangan karbon (C)  
Salah satu fungsi hutan yang penting adalah sebagai cadangan karbon di 
alam karena C disimpan dalam bentuk biomasa vegetasinya. Alih-guna 
lahan hutan mengakibatkan peningkatan emisi CO2 di atmosfer yang 
berasal dari hasil pembakaran dan peningkatan mineralisasi bahan organik 
tanah selama pembukaan lahan serta berkurangnya vegetasi sebagai lubuk 
C (C- sink). 
d. Habitat bagi fauna 
Hutan merupakan habitat penting bagi beraneka fauna dan flora. Konversi 
hutan menjadi bentuk-bentuk penggunaan lahan lainnya akan menurunkan 
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populasi fauna dan flora yang sensitif sehingga tingkat keanekaragaman 
hayati atau biodiversitas berkurang. 
 
e. Filter 
Kondisi tanah hutan umumnya remah dan memiliki kapasitas infiltrasi 
yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya masukan bahan organik ke 
dalam tanah yang terus menerus dari daun-daun, cabang dan ranting yang 
berguguran sebagai seresah, dan dari akar tanaman serta hewan tanah yang 
telah mati. Dengan meningkatnya infiltrasi air tanah dan penyerapan air 
oleh tumbuhan hutan serta bentang lahan alami dari hutan, maka terjadi 
pengurangan limpasan permukaan, bahaya banjir, dan pencemaran air 
tanah. Jadi hutan berperan sebagai filter (saringan) dan pada peran ini 
sangat menentukan fungsi hidrologi hutan pada kawasan daerah aliran 
sungai (DAS). 
f. Sumber tambang dan mineral berharga lainnya  
Seringkali di bawah hutan terdapat berbagai bahan mineral berharga yang 
merupakan bahan tambang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai 
kebutuhan hidup manusia. Namun sayang, pemanfaatan bahan tambang 
itu seringkali harus menyingkirkan hutan yang ada di atasnya. 
g. Lahan 
Hutan menempati ruangan (space) di permukaan bumi, terdiri dari 
komponen-komponen tanah, hidrologi, udara atau atmosfer, iklim, dan 
sebagainya dinamakan ‘lahan’. Lahan sangat bermanfaat bagi berbagai 
kepentingan manusia sehingga bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 
h. Hiburan 
Manfaat hutan sebagai tempat hiburan ini jarang dibicarakan karena sulit 
untuk dinilai dalam rupiah. Banyak hutan dipakai sebagai ladang 
perburuan bagi orang yang memiliki hobi berburu. Hutan dapat 
merupakan sumber pendapatan daerah dengan adanya eco-tourism yang 
akhir-akhir ini cukup ramai memperoleh banyak perhatian pengunjung 
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baik domestik maupun manca negara. 
Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan saat ini penebangan 
hutan sering dilakukan dengan intensitas sangat tinggi menyebabkan masa 
bera (masa pemulihan) menjadi lebih pendek dan bahkan dialih-gunakan 
menjadi nonhutan. Karena singkatnya masa bera, kayu yang dihasilkan tidak 
layak sebagai bahan bangunan tetapi hanya dapat dipakai sebagai kayu bakar 
yang nilai ekonominya jauh lebih rendah. Masa bera yang singkat 
menyebabkan perubahan iklim mikro sehingga banyak spesies sensitif asal 
hutan berkurang populasinya dan akhirnya punah. Manfaat atau fungsi hutan 
bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung ternyata 
sangat banyak dan beragam. Hutan tidak sekedar sebagai sumber kayu dan 
hasil hutan yang memberikan manfaat ekonomi, tetapi menjadi habitat bagi 
fauna dan flora serta menjadi penyeimbang lingkungan. Beralihnya sistem 
penggunaan lahan dari hutan alam menjadi lahan pertanian, perkebunan atau 
hutan produksi atau hutan tanaman industri mengakibatkan terjadinya 
perubahan jenis dan komposisi spesies di lahan bersangkutan. Hal ini 
membawa berbagai konsekuensi terhadap berbagai aspek biofisik, sosial dan 
ekonomi (Widianto, et al. 2003) 
Untuk mengantisipasi berkurangnya fungsi hutan sebagai akibat alih 
guna lahan hutan menjadi pertanian, maka disusun suatu konsep 
pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Menurut 
Mardikanto (1996) Hakekat pembangunan kehutanan adalah pembangunan 
sumber daya hutan secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, masa kini dan masa datang dengan 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil 
dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan Negara. Sasaran umum 
pembangunan kehutanan adalah terwujudnya keseimbangan fungsi lahan dan 
alam hayati lainnya sebagai penyangga sistem kehidupan secara lestari dan 
efisien untuk mendukung terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan. 
Keberhasilan pembangunan sumber daya hutan secara menyeluruh dan 
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berkesinambungan tak hanya tergantung pada petani atau pelaksana budidaya 
usaha tani dan keluarganya, tetapi juga ditentukan oleh kebijaksanaan yang 
dikeluarkan pemerintah. Sementara itu Visi pembangunan kehutanan adalah 
terwujudnya kelestarian fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. 
Memperkuat ekonomi rakyat serta mendukung perekonomian nasional bagi 
kesejahteraan rakyat (Departemen Kehutanan, 2003) 
Seiring berkembangnya pembangunan kehutanan, salah satu 
alternative bentuk penggunaan lahan campuran adalah dengan agroforestri, 
yang terdiri dari campuran pepohonan, semak dengan atau tanpa tanaman 
semusim dan ternak dalam satu bidang lahan. Melihat komposisinya yang 
beragam, maka agroforestri memiliki fungsi dan peran yang lebih dekat 
kepada hutan dibandingkan dengan pertanian, perkebunan, lahan kosong atau 
terlantar. Sampai batas tertentu agroforestri memiliki beberapa fungsi dan 
peran yang menyerupai hutan baik dalam aspek biofisik, sosial maupun 
ekonomi. Agroforestri merupakan salah satu sistem penggunaan lahan yang 
diyakini oleh banyak orang dapat mempertahankan hasil pertanian secara 
berkelanjutan. Agroforestri memberikan kontribusi yang sangat penting 
terhadap jasa lingkungan (environmental services) antara lain 
mempertahankan fungsi hutan dalam mendukung DAS (daerah aliran sungai), 
mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, dan mempertahankan 
keanekaragaman hayati. Mengingat besarnya peran agroforestri dalam 
mepertahankan fungsi DAS dan pengurangan konsentrasi gas rumah kaca di 
atmosfer melalui penyerapan gas CO2 yang telah ada di atmosfer oleh 
tanaman dan mengakumulasikannya dalam bentuk biomasa tanaman, maka 
agroforestri sering dipakai sebagai salah satu contoh dari “Sistem Pertanian 
Sehat” (Widianto, et al. 2003) 
4. Agroforestri 
a. Definisi 
Menurut K.F.S. King dan M.T. Chandler dalam Hairiah et, al 
(2003) sistem pengelolaan lahan berkelanjutan dan mampu meningkatkan 
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produksi lahan secara keseluruhan, merupakan kombinasi produksi 
tanaman pertanian (termasuk tanaman tahunan) dengan tanaman hutan 
dan/atau hewan (ternak), baik secara bersama atau bergiliran, 
dilaksanakan pada satu bidang lahan dengan menerapkan teknik 
pengelolaan praktis yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat  
Dalam suatu seminar mengenai agroforestri dan pengendalian 
perladangan berpindah-pindah, Nopember 1981 di Jakarta, mendefinisikan 
agroforestri sebagai suatu metode penggunaan lahan secara optimal, yang 
mengkombinasikan sitem-sistem produksi biologis yang berotasi pendek 
dan panjang (suatu kombinasi kombinasi produksi kehutanan dan produksi 
biologis lainnya) dengan suatu cara berdasarkan azas kelestarian, secara 
bersamaan atau berurutan, dalam kawasan hutan atau diluarnya, dengan 
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat  
Selanjutnya Lundgren dan Raintree  mengajukan ringkasan banyak 
definisi agroforestri dengan rumusan sebagai berikut: Agroforestri adalah 
istilah kolektif untuk sistem-sistem dan teknologi-teknologi penggunaan 
lahan, yang secara terencana dilaksanakan pada satu unit lahan dengan 
mengkombinasikan tumbuhan berkayu (pohon, perdu, palem, bambu dll.) 
dengan tanaman pertanian dan/atau hewan (ternak) dan/atau ikan, yang 
dilakukan pada waktu yang bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk 
interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada 
(Hairiah. et. al, 2003). 
Beberapa ciri penting agroforestri yang dikemukakan oleh 
Lundgren dan Raintree dalam Hairiah, et, al (2003) adalah: (1) 
Agroforestri biasanya tersusun dari dua jenis tanaman atau lebih (tanaman 
dan/atau hewan). Paling tidak satu di antaranya tumbuhan berkayu. (2) 
Siklus sistem agroforestri selalu lebih dari satu tahun. (3) Ada interaksi 
(ekonomi dan ekologi) antara tanaman berkayu dengan tanaman tidak 
berkayu. (4) Selalu memiliki dua macam produk atau lebih (multi 
product), misalnya pakan ternak, kayu bakar, buah-buahan, obat-obatan. 
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(5) Minimal mempunyai satu fungsi pelayanan jasa (service function), 
misalnya pelindung angin, penaung, penyubur tanah, peneduh sehingga 
dijadikan pusat berkumpulnya keluarga/masyarakat. (6) Untuk sistem 
pertanian masukan rendah di daerah tropis, agroforestri tergantung pada 
penggunaan dan manipulasi biomasa tanaman terutama dengan 
mengoptimalkan penggunaan sisa panen. (7) Sistem agroforestri yang 
paling sederhanapun secara biologis (struktur dan fungsi) maupun 
ekonomis jauh lebih kompleks dibandingkan sistem budidaya monokultur. 
b. Klasifikasi Agroforestri  
Menurut Sarjono (2003), klasifikasi agroforestri berdasarkan 
sistem produksi dibedakan menjadi: (1) Agroforestri berbasis hutan 
(Forest Based Agroforestry) adalah berbagai bentuk agroforestri yang 
diawali dengan pembukaan sebagian areal hutan dan/atau belukar untuk 
aktivitas pertanian, dan dikenal dengan sebutan agroforest. (2) 
Agroforestri berbasis pada pertanian (Farm based Agroforestry) dianggap 
lebih teratur dibandingkan dengan agroforest (forest based agroforestry)
dengan produk utama tanaman pertanian dan atau peternakan tergantung 
sistem produksi pertanian dominan di daerah tersebut. Komponen 
kehutanan merupakan elemen pendukung bagi peningkatan produktivitas 
dan/atau sustainabilitas sistem. (3) Agroforestri berbasis pada keluarga 
adalah agroforestri yang dikembangkan di areal pekarangan rumah ini 
juga disebut agroforestri pekarangan (homestead agroforestry) di 
Bangladesh. Di Indonesia, yang terkenal adalah model kebun talun di 
Jawa Barat. Sedangkan di Kalimantan Timur, ada kebun pekarangan 
tradisional yang dimiliki oleh satu keluarga besar (clan). Kondisi ini bisa 
terjadi karena pada masa lampau beberapa keluarga tinggal bersama-sama 
pada rumah panjang. Di berbagai daerah di Indonesia, pekarangan 
biasanya ditanam pohon buah-buahan dengan tanaman pangan. 
c. Ruang Lingkup Agroforestri 
Pada dasarnya agroforestri terdiri dari tiga komponen pokok yaitu 
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kehutanan, pertanian dan peternakan, di mana masing-masing komponen 
sebenarnya dapat berdiri sendiri sebagai satu bentuk sistem penggunaan 
lahan. Hanya saja sistem-sistem tersebut umumnya ditujukan pada 
produksi satu komoditi khas atau kelompok produk yang serupa. 
Penggabungan tiga komponen tersebut menghasilkan beberapa 
kemungkinan bentuk kombinasi yaitu (1) Agrisilvikultur adalah 
Kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan (pepohonan, perdu, 
palem, bambu, dll.) dengan komponen pertanian. (2) Agropastura adalah 
Kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan komponen 
peternakan (3) Silvopastura adalah Kombinasi antara komponen atau 
kegiatan kehutanan dengan peternakan (4) Agrosilvopastura adalah 
Kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan 
dan peternakan/hewan. Dari keempat kombinasi tersebut, yang termasuk 
dalam agroforestri adalah Agrisilvikutur, Silvopastura dan 
Agrosilvopastura. Sementara agropastura tidak dimasukkan sebagai 
agroforestri, karena komponen kehutanan atau pepohonan tidak dijumpai 
dalam kombinasi (Hairiah, et al 2003) 
Di samping ketiga kombinasi tersebut, Nair dalam Hairiah, et al 
(2003), menambah sistem-sistem lainnya yang dapat dikategorikan 
sebagai agroforestri. Beberapa contoh yang menggambarkan sistem lebih 
spesifik yaitu (1) Silvofishery adalah kombinasi antara komponen atau 
kegiatan kehutanan dengan perikanan. (2) Apiculture adalah budidaya 
lebah atau serangga yang dilakukan dalam kegiatan atau komponen 
kehutanan. 
B. Kerangka Berfikir 
Proses formulasi suatu kebijakan sangatlah berpengaruh terhadap 
keberhasilan suatu kebijakan. Sebagai cita-cita bersama, tentunya keputusan yang 
diambil akan memberikan dampak yang sangat berarti bagi semua pihak. Salah 
satu faktor penting dalam proses kebijakan adalah penerapan (implementasi). 
Kebijakan yang baik akan tetapi dalam implementasinya tidak optimal maka akan 
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menjadi sebuah kegagalan, begitu juga sebaliknya jika dalam imlementasi 
kebijakan yang optimal akan tetapi tidak didukung oleh kebijakan yang tepat 
maka juga akan menimbulkan suatu kegagalan. Saat ini walaupun para ilmuwan 
politik yang tertarik mengkaji kebijakan publik meningkat, namun masih relatif 
sedikit yang diketahui orang mengenai proses implementasi. Keadaan ini akan 
berdampak negatif dalam dua hal. Pertama, hal ini tentu saja merupakan 
kekurangan yang tidak menguntungkan dalam usaha memahami proses kebijakan. 
Kedua, kondisi ini akan lebih mendorong terjadinya kesempatan/peluang untuk 
memberi sasaran yang kurang baik pada para pembuat kebijakan. Kekurang 
pahaman terhadap implementasi kebijakan mendorong para pengamat segera 
mengaitkan kegagalan suatu kebijakan dengan perencanaan yang tidak memadai 
atau tidak memadainya program itu sendiri ketika mereka dihadapkan dengan 
suatu program yang tidak berhasil (Winarno, 2002) 
Dalam mengkaji implementasi kebijakan, terdapat empat faktor atau 
variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara 
simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat 
implementasi kebijakan, keempat faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, 
sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku 
dan struktur birokrasi. Komunikasi-komunikasi yang terinci dapat mengurangi 
semangat dan kebebasan para pelaksana, sehingga membutuhkan sumber-sumber 
yang lebih besar, seperti ketrampilan-ketrampilan staf, kreativitas dan 
penyesuaian. Dengan demikian, dampak dari komunikasi-komunikasi  pada 
implementasi tidak hanya langsung, tetapi juga dirasakan melalui kaitan-kaitan 
dengan sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. 
Sumber-sumber berinteraksi dengan komunikasi-komunikasi dalam 
beberapa cara. Komunikasi yang kurang efektif dari adanya sumber yang tersedia 
dapat menghalangi transmisi petunjuk-petunjuk kebijakan. Sumber-sumber juga 
dapat mempengaruhi peran kecenderungan-kecenderungan dalam implementasi. 
Sumber-sumber yang banyak, individu-individu dan organisasi yang terlibat 
dalam implementasi akan relatif kurang bersaing untuk mempertahankan 
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kepentingan pribadi dan organisasi mereka. Semakin besar sumber-sumber yang 
tersedia kepada suatu badan, semakin mudah bagi badan tersebut untuk mengubah 
prioritas-prioritas dalam menanggapi tuntutan-tuntutan kebijakan. 
Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana akan berpengaruh pada bagaimana 
para pelaksana menafsirkan pesan-pesan komunikasi yang mereka terima. Cara 
pelaksana menafsirakan pesan komunikasi ini pada akhirnya akan berpengaruh 
pada bagaimana mereka menyusun kembali pesan-pesan komunikasi untuk 
kemudian diteruskan kepada pejabat dibawahnya. Struktur hierarkhis dalam 
birokrasi akan berpengaruh pada efektivitas komunikasi organisasi yang 
dijalankan. Orientasi nilai-nilai setiap orang berbeda, orientasi inilah yang akan 
mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap persepsi sebuah pesan 
komunikasi. Di sinilah pengaruh kecenderungan-kecenderungan tersebut terhadap 
komunikasi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan 
implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terpecah akan meningkatkan 
kegagalan-kegagalan komunikasi. Semakin banyak orang yang menerima 
perintah-perintah implementasi, maka semakin besar distorsi pesan yang 
tersampaikan. 
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Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam kerangka berikut ini: 
 
Gambar.1 Skema Kerangka berfikir “Analisis Implementasi Kebijakan 
Pemerintah Terhadap Pengembangan Agroforestri di Kawasan Hutan 
Bromo Karanganyar 
 
komunikasi 
Struktur Birokrasi 
Sumber-sumber  
(dana dan fasilitas) 
Kecenderungan atau 
tingkah laku pelaksana 
Implementasi 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metodologi Dasar Penelitian 
Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial yang secara 
fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri 
dan berhubungan dengan orang-oarang tersebut dalam bahasanya dan 
peristilahannya. (Moleong, 2004) 
Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai kebutuhan, 
mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, 
serta mengadakan analisis data secara induktif. Selain itu pada penelitian 
kualitatif mengarahkan sasaran pada usaha menemukan teori dari dasar, lebih 
mementingkan proses dari pada hasil serta memiliki seperangkat criteria untuk 
memeriksa keabsahan data dan rancangan penelitiannya bersifat sementara 
(Sutopo, 2002) 
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang 
memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang 
dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan dalam 
konteks teori-teori dari hasil penelitian terdahulu (Surakhmad, 1994). Menurut 
Bogdan dan Taylor, pengembangan deskripsi dalam penelitian kualitatif 
dilakukan dengan perspektif fenomologi. Perspektif ini mengarahkan bahwa apa 
yang dicari peneliti dalam kegiatan penelitiannya, bagaimana melakukan kegiatan 
dalam situasi penelitian, dan bagaimana peneliti menafsir beragam informasi yang 
telah digali dan dicatat (Sutopo, 2002). Bagian deskripsi dalam catatan ini 
meliputi potret subjek, rekonstruksi dialog, deskripsi keadaan fisik, struktur 
tentang tempat, dan barang-barang lain yang ada disekitarnya serta catatan 
tentang berbagai hal khusus. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kasus (case study). Dalam penelitian kualitatif studi kasusnya mengarah 
pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang 
38
xlix
apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (Sutopo, 
2002). 
B. Lokasi Penelitian 
Pemilihan lokasi dalam penelitian ini diambil secara purposive (sengaja) 
yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau 
pertimbangan tertentu (Faisal,2001). Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan 
Bromo Kabupaten Karanganyar. Yang mendasari pemilihan lokasi penelitian 
adalah karena keunikan Hutan Bromo Karanganyar sebagai satu-satunya hutan 
dikawasan Karanganyar yang memiliki fungsi lengkap yaitu sebagai hutan 
lindung, hutan kota, hutan wisata dan hutan produksi, sehingga membutuhkan 
pengelolaan yang lebih intensif dibandingkan dengan kawasan hutan-hutan 
lainnya.   
C. Metode Penentuan Informan 
Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) 
sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti 
dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar 
memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa memilih arah 
dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi ini, sumber 
data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut 
sebagai informan dari pada responden (Sutopo, 2002). Syarat yang digunakan 
untuk memilih informan antara lain, jujur, taat pada janji, patuh terhadap 
peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota tim yang menentang penelitian 
(Moleong, 2004) 
Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan 
metode snowball sampling. Menurut  Sutopo (2002) snawball sampling yaitu 
pengambilan informan tanpa perencanaan dan persiapan dengan mengambil orang 
pertama yang dijumpai sebagai informan, selanjutnya dengan mengikuti petunjuk 
dari informan pertama peneliti bisa menemukan informan kedua yang mungkin 
lebih tahu banyak mengenai informasinya. Selanjutnya dari informan kedua ini 
lpeneliti bisa menanyakan bilamana ada informan lain yang lebih memahami 
informasinya. Demikian seterusnya, peneliti berjalan tanpa rencana, semakin lama 
semakin mendekati informan yang paling mengetahui informasinya, sehingga ia 
mampu menggali data secara lengkap dan mendalam. Sedangkan menurut 
Mardikanto (2001) metode snowball sampling adalah teknik pemilihan informan 
yang terlebih dahulu menetapkan satu informan kunci (key person), kemudian 
pemilihan informan – informan berikutnya tergantung pada informan kunci 
tersebut. Usaha yang dapat dilakukan untuk menentukan informan tersebut dapat 
dilakukan dengan cara: 
1. Melalui keterangan orang yang berwenang baik secara informal (tokoh 
masyarakat, pemimpin masyarakat, tokoh adat, dll) maupun formal 
(pemerintah) 
2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan pada saat pra survey. 
Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan 
yang dilakukan diatas (Moleong, 2004) 
Dalam hal ini jumlah sampel atau cuplikan tidak ditentukan karena 
penelitian kualitatif mengutamakan kelengkapan dan kedalaman informasi dan 
data. Bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan 
variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informan baru, proses 
pengumpulan informasi dianggap selesai. Dengan demikian penelitian kualitatif 
tidak mempermasalahkan jumlah sampel. Sedikit atau banyaknya tergantung 
pada: 
1. Tepat tidaknya pemilihan informan kunci 
2. kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti (Bungin, 2003) 
Dalam penelitian ini terdapat 4 narasumber yang dijadikan sebagai 
informan yaitu (1) Administratur Perhutani  Kesatuan Pemangkuan Hutan (Asper 
KPH) Lawu Utara Soeprasono, (2) Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) hutan 
Bromo Bambang Sukotco, (3) Kepala Sub Seksi Pengembangan Hutan Bersama 
Masyarakat (KSS PHBM) KPH Surakarta Budi Rusman dan (4) Ketua Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Indun Suyatna. 
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D. Sumber Data 
Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004), sumber data utama 
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun jenis sumber data dalam 
penelitian ini adalah: Manusia (informan), Peristiwa (aktivitas) dan Tempat 
(lokasi) serta data tertulis. 
1. Sumber data Manusia 
Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang sangat penting adalah 
berupa manusia dengan kata-kata dan tindakannya. Dalam penelitian ini 
informan yang dimaksud adalah (1) Asper KPH Lawu Utara Soeprasono, (2) 
KRPH hutan Bromo Bambang Sukotco dan (3) KSS PHBM KPH Surakarta 
Budi Rusman dan (4) Ketua LMDH Indun Suyatna. 
Penentuan informan dilakuakn dengan mendatangi langsung kantor 
Perum Perhutani Karanganyar untuk mendapatkan pengarahan dan rujukan 
informan selanjutnya dan mendatangi langsung kantor BKPH Lawu Utara, 
Tawangmangu dan kediaman pribadi informan  
2. Peristiwa dan Tempat  
Data atau informasi yang diperoleh dari peristiwa, aktivitas atau 
perilaku yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Dari pengamatan pada 
peristiwa ataupun aktivitas dapat diketahui proses bagaimana suatu terjadi 
secara pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung (Sutopo, 2002) 
Dalam penelitian ini peristiwa dan aktivitas yang menjadi objek 
pengamatan adalah aktivitas petugas implementator terkait dengan 
implementasi program agroforestri di hutan Bromo Karanganyar serta 
aktivitas pengelolaan hutan, sehingga dalam hal peristiwa ini yang menjadi 
objek pengamatan dapat bersifat formal maupun informal. Selain itu 
pengamatan dilakukan terhadap lokasi penelitian sebagai sumber penarikan 
kesimpulan terhadap masalah penelitian yaitu kantor KPH Surakarta dan 
BKPH Karanganyar dan hutan Bromo Karanganyar. 
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3. Sumber data Tertulis 
Sumber data tertulis diambil dari data yang telah terlebih dahulu 
dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi maupun perorangan diluar penelit.  
Data ini berupa data monografi kabupaten Karanganyar, dokumentasi atau 
arsip lainnya yang berupa kebijakan pemerintah terkait pengembangan 
Agroforestri di hutan Bromo Karanganyar. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara atau 
diskusi, observasi, pencatatan, kajian dokumen dan arsip, yang masing-masing 
secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara percakapan dengan 
mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, 
menurut Blaxter, et al (1996) wawancara adalah metode yang meliputi tanya 
jawab atau diskusi persoalan dengan orang-orang. Itu adalah teknik yang 
sangat bermanfaat untuk mengumpulkan data yang tak mungkin dapat 
diperoleh dengan teknik seperti observasi dan kuisioner. 
Secara umum ada dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur 
dan wawancara tidak terstruktur/mendalam (indepth interviewing). 
Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang sering juga disebut 
wawancara terfokus yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam 
penggunaannya, peneliti harus menentukan masalahnya terlebih dahulu 
sebelum dilakukan wawancara. 
Berbeda dengan teknik wawancara terstruktur, teknik wawancara 
secara mendalam merupakan cara penggalian data yang efektif dengan 
mengungkap apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah itu masa 
lampau, masa kini, maupun masa depan (Bungin, 2003). Wawancara ini 
bertujuan umtuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua 
informan tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap 
sumber (Mulyana, 2003). Wawancara dalam penelitian kualitatif pada 
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umumnya tidak dilakukan secara terstruktur ketat seperti penelitian kuantitatif 
tetapi dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam karena 
peneliti merasa tidak mengetahui apa yang belum diketahuinya (Sutopo, 
2002). 
Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 
wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin. 
Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan pedoman wawancara 
yang berisi beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, 
selanjutnya wawancara dilakukan sesuai dengan irama wawancara agar lebih 
produktif dan lancar. Kemudian peneliti menjaga arah wawancara agar tetap 
terfokus dan mendalam dengan menanyakan pertanyaan yang sama sebagai 
ulangan. Hasil wawancara didokumentasikan dalam bentuk catatan dan 
rekaman suara.   
2. Observasi 
Observasi, yaitu teknik  pengumpulan data yang dilakukan secara 
sistematis dan sengaja melalui pencatatan dan pengamatan. Menurut Sutopo 
(2002) observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada observasi langsung dapat dilakukan dengan mengambil peran 
yaitu peneliti menghadiri lokasi penelitian sepengetahuan obyek yang diteliti, 
mengamati dan mencatat setiap hal yang berlangsung apa adanya. Selain itu 
juga dapat dilakukan dengan tidak berperan, maksudnya adalah kehadiran 
peneliti dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh obyek yang diamati. 
Hal ini bisa dilakukan dengan memilih tempat khusus diluar perhatian obyek 
yang diamati atau bisa juga melakukan pengamatan melalui rekaman video, 
siaran televisi maupun foto. 
Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mendatangi langsung 
lokasi penelitian baik dikantor maupun di hutan Bromo Karanganyar. 
Kegiatan ini akan dilakukan bersamaan dengan wawancara yang dilakukan 
bersama informan yang langsung ditemui dilapangan. Observasi ini dilakukan 
untuk mengetahui aktivitas organisasi dan tingkah-laku implementator, 
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kondisi lahan agroforestri yang ada, aktivitas petani dalam mengusahakan 
agroforestri, serta sarana dan prasarana yang ada dalam proses implementasi 
agroforestri  
3. Pencatatan 
Pencatatan merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat 
berbagai informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian dari 
sumber-sember data yang berkaitan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam 
Moleong (2004) catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang 
didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 
refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan terdiri dari 
dua bagian yaitu deskriptif yang merupakan catatan hasil pengamatan secara 
rinci dan lengkap baik yang dilihat maupun didengar, serta catatan reflektif 
yang merupakan pelengkap deskripsi,  catatan data juga berisi kalimat-kalimat 
yang mencerminkan pendapat dan pemikiran pribadi peneliti mengenai 
berbagai hal yang ditelitinya. 
Walaupun data yang diperoleh dari hasil wawancara telah terekam 
dalam bentuk suara, namun peneliti juga tetap menulis data-data penting yang 
diperoleh baik saat wawancara maupun saat pengamatan sebagai pelengkap 
hasil rekaman wawancara. Setelah data terkumpul kemudian peneliti 
memberikan tanggapan terhadap data tersebut berdasarkan teori yang telah 
ada.  
4. Kajian Dokumen dan Arsip 
Kajian dokumen dan arsip adalah pengumpulan dokumen dan arsip 
yang berkaitan dengan penelitian kemudian dikaji secara mendalam untuk 
mengetahui dan memahami latarbelakang suatu peristiwa sehingga dapat 
memudahkan peneliti untuk memahami proses suatu peristiwa terjadi. Sumber 
data yang berupa arsip dan dokumen biasanya merupakan sumber data pokok 
dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk mendukung proses interpretasi 
dari setiap peristiwa yang diteliti (Sutopo, 2006). 
Menurut Yin dalam Sutopo (2006) teknik mencatat dokumen ini 
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disebut sebagai content analysis, sebagai cara untuk menemukan beragam hal 
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya. Maksudnya adalah dalam 
melakukan teknik ini perlu disadari bahwa peneliti bukan sekedar mencatat isi 
penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya 
yang tersirat. Oleh karena itu dalam menghadapi beragam arsip dan dokumen 
tertulis sebagai sumber data, peneliti harus bisa bersikap kritis dan teliti. 
Dengan memahami latar belakang terjadinya suatu peristiwa, akan lebih 
memudahkan bagi peneliti dalam melakukan kajian peristiwa tersebut.  
F. Validitas Data 
Validitas adalah kesucian alat ukur dengan apa yang hendak di ukur, 
artinya alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk 
mengukur hal atau subjek yang ingin diukur (Iqbal, 2004). Menurut Nasution 
(1988) validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai 
dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan, dan apakah 
penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan yang sebenarnya 
ada atau terjadi. 
Pada umumnya dikenal dua standart validitas yaitu validitas internal dan 
eksternal. Validitas internal mempertanyakan sampai seberapa jauh suatu alat 
ukur berhasil mencerminkan obyek yang akan diukur pada suatu setting tertentu. 
Sementara itu validitas eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur 
untuk diaplikasikan pada setting yang berbeda, artinya alat ukur yang cukup valid 
mengukur obyek pada suatu setting tertentu, apakah valid untuk mengukur obyek 
yang sama pada setting yang lain (Bungin, 2003). 
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan 
penelitian harus diusahakan kemantapannya dan kebenarannya. Oleh karena itu 
setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 
mengembangkan validitas data yang diperolehnya. 
Dalam penelitian ini cara pengembangan validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir 
fenomologi yang bersifat multiperspektif yaitu menarik simpulan yang mantap 
lvi
tidak hanya menggunakan satu cara pandang. Menurut Patton dalam Sutopo 
(2002) ada 4 macam teknik triangulasi, yaitu (1) Triangulasi data (2) Triangulasi 
peneliti (3) Triangulasi metodologi (4) Triangulasi teoritis. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan review informan kunci.  
Triangulasi data yaitu dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 
beragam sumber data yang tersedia. Trianggulasi data berarti membandingkan 
dan mengecek balik drajat informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moeloeng, 2004). Dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara (1) Membandingkan data hasil pengamatan 
dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di 
depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, dan (3) 
Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan  
Sedangkan review informan kunci yaitu pada waktu peneliti sudah 
mendapatkan data yang cukup lengkap dan berusaha menyusun sajian datanya, 
walaupun mungkin masih belum utuh dan menyeluruh, maka unit-unit laporan 
yang telah disusunnya perlu dikomunikasikan dengan informannya, khususnya 
yang dipandang sebagai informan pokok (key informan). Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau 
deskripsi sajian yang bisa disetujui oleh mereka (Sutopo, 2006). 
 
Gambar 2. Triangulasi Data 
Informan 1 
Informan 2 
Informan 3 
Wawancara 
Content 
Analysis Dokumen/Arsip Data  
Observasi  Aktivitas  
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G. Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian 
dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian 
dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, 
editing, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta 
menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
model analisis interaktif 
 
Gambar 3. Analisis Data Model Interaktif 
 
1. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data 
dari catatan lapang. Pada dasarnya reduksi data ini adalah bagian dari proses 
analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-
hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 
penelitian dapat dilakukan (Sutopo, 2002) 
Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan 
yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, 
dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk  
dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya ( melalui proses 
penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan ). Reduksi data dilakukan terus 
Pengumpulan 
Data
Reduksi  
Data
Penyajian 
Data
Penarikan 
Kesimpulan
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menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data 
dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar 
memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik 
kesimpulan sementara. 
2. Penyajian Data 
Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan dapat dilakukan. Sajian data ini 
merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga 
bila dibaca, akan mudah dipahami yang mengacu pada rumusan masalah yang 
telah dibuat sebagai pertanyaan penelitian sehingga narasi yang tersaji 
merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan 
menjawab setiap permasalahan yang ada. 
3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 
Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai 
melakukan usaha untuk menarik simpulan dan verifikasinya berdasarkan 
semua hal yang terdapat dalam reduksi atau sajian datanya. Kesimpulan-
kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, 
tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, 
pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang yang digunakan, 
kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali 
kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang 
peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif” (Miles dan 
Huberman, 1992).  
Bilamana kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya 
rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti akan 
mengulangi kembali pengumpulan data yang terfokus untuk mencari 
pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (Sutopo, 2002).  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa proses analisis 
dengan tiga komponen yang ada yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan simpulan atau verifikasi, saling menjalin dan dilakukan secara terus 
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menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Selain itu, tiga 
komponen tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi baik 
antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses 
yang berbentuk siklus. Oleh karena itu model analisis interaktif ini merupakan 
satu kesatuan yang saling berkesinambungan, sehingga dalam proses 
pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 
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BAB IV 
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 
A. Keadaan Alam  
1. Kondisi Geografi dan Topografi
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 
Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah 77,378.64 Ha 
atau 773,78 km2 yang terbagi dalam 17 kecamatan, 162 Desa, 15 kelurahan, 
1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.871 RW dan 6.130 RT. Secara administratif 
batas-batas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 
a. Sebelah Selatan  : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo  
b. Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur 
c. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen 
d. Sebelah Barat  : Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Boyolali   
Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka kabupaten 
Karanganya terletak pada 110o40’-110o70’BT dan 7 o28”-7 o46”LS, beriklim 
tropis dengan temperatur udara antara 20o C sampai 31o C. Berdasarkan 
kemiringannya terbagi menjadi 0-2 persen permukaan datar, 2-15 persen 
bergelombang, 15-40 persen curam, >40 persen sangat curam. Ketinggian 
rata-rata Kabupaten Karanganyar 511 m di atas permukaan laut. Secara umum 
Kabupaten Karanganyar beriklim sejuk dengan curah hujan 1.379 mm 
pertahun, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember dan 
terendah pada Bulan Agustus dan September. 
Luas wilayah Kabupaten Karanganyar terdiri dari luas tanah sawah 
22.856,3307 Ha dan luas tanah sawah kering 54.522,3067 Ha. Tanah sawah 
terdiri dari irigasi teknis 7.877,6782 Ha, ½ teknis 6.146,0907 Ha, sederhana 
7.137,6226 Ha dan tadah hujan 1.694,9292 Ha. Sementara itu luas tanah 
untuk pekarangan/bangunan 20.704,9480 Ha dan luas untuk tegalan/kebun 
17.952,4427 Ha. Di Kabupaten Karanganyar terdapat hutan Negara seluas 
9.729,4995 Ha dan perkebunan seluas 3.251,5006 Ha. 
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B. Keadaan Penduduk 
1. Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Keadaan penduduk menurut kelompok umur di suatu wilayah dapat 
digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk produktif, non produktif, dan 
Angka Beban Tanggungan (ABT). Adapun keadaan menurut kelompok umur 
di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 1. Keadaan Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Karanganyar 
 
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2006 
Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa kelompok umur yang 
mempunyai jumlah terbesar adalah kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 
567.577 jiwa atau 67,20 persen, sedangkan kelompok umur yang mempunyai 
jumlah terkecil adalah kelompok umur diatas 65 tahun yaitu sebanyak 56.475 
jiwa atau 6,70 persen.  
Tabel 2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten 
Karanganyar 
 
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2006 
Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin di Kabupaten 
Karanganyar jumlah wanita lebih banyak yaitu sebesar 426.626 jiwa atau 
50,52 persen sedangkan pria sebanyak 417.863 jiwa atau 49,48 persen. Angka 
Beban Tanggungan (ABT) dan penduduk Kabupaten Karanganyar dapat 
diketahui melalui rumus sebagai berikut : 
 
Kelompok Umur (tahun) 
 
Jumlah 
(jiwa) 
Porsentase 
(%) 
a. 0-14 
b. 15-64 
c. Diatas 65 
220.437 
567.577 
56.475 
26,10 
67,20 
6,70 
Jumlah 844.489 100 
Uraian Jumlah 
(jiwa) 
Porsentase 
(%) 
1. Pria 
2. Wanita 
417.863 
426.626 
49,48 
50,52 
Jumlah 844.489 100 
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220.437 + 56.475
567.577 
Angka Beban Tanggungan (ABT) penduduk di Kabupaten 
Karanganyar sebesar 48,78 persen. Berarti tiap 100 orang penduduk produktif 
harus menanggung 48 orang penduduk usia non produktif. Semakin besar 
rasio antara jumlah kelompok non produktif dan jumlah kelompok produktif 
berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok yang produktif. Hal 
ini dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan perekonomian yang 
sedang dijalankan. 
2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan di suatu wilayah dapat mencerminkan kualitas 
penduduk di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka 
kualitas penduduk akan semakin baik jika diukur dari aspek pengetahuan. 
Namun hal ini belum tentu dapat menjamin kesadaran yang tinggi pula, maka 
bukan hal yang mustahil jika dapat mewujudkan tatanan kehidupan 
masyarakat yang semakin baik pula. Keadaan penduduk menurut tingkat 
pendidikan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 3. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten 
Karanganyar 
No Uraian Jumlah 
(jiwa) 
Porsentase 
(%) 
1
2
3
4
5
6
7
Tidak / belum pernah sekolah  
Belum tamat SD 
Tidak tamat SD 
Tamat SD / sederajat 
Tamat SLTP / sederajat 
Tamat SLTA / sederajat 
Tamat Akademi/ Perguruan tinggi 
60.242 
78.304 
63.623 
297.429 
140.014 
110.666 
24.632 
7.7 
10,1 
8,2 
38,3 
18,0 
14,2 
3.5 
Jumlah 774.910 100 
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2006 
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahu bahwa tingkat pendidikan 
penduduk di Kabupaten Karanganyar umumnya msih rendah, karena 
X 100% = 48.78  
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persentase terbesar pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 297.429 jiwa 
atau 38,3 persen. Sedangkan persentase terkecil terdapat pada penduduk yang 
mampu menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi yaitu sebesar 24.632 
jiwa atau sebesar 3.5 persen. Data tabel 3 merupakan data keadaan penduduk 
usia sekolah keatas yang berjumlah 774.910 jiwa, sedangkan jumlah 
penduduk total di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2006 sebanyak 844.489 
jiwa. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Karanganyar terdapat penduduk usia 
tidak/belum sekolah sebanyak 69.579 jiwa atau 8.2 persen. 
3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Semakin banyak mata pencaharian di suatu daerah maka semakin 
banyak lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga semakin banayak 
menyerap tenaga kerja. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian di 
Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No Uraian Jumlah 
(jiwa) 
Porsentase 
(%) 
1
2
3
4
5
6
7
Petani 
Industri Pengolahan 
Buruh Bangunan 
Pedagang 
Pengangkutan 
Pegawai Negeri Sipil 
Pensiunan (PNS/ABRI) 
222.367 
111.196 
48.369 
43.065 
6.704 
20.050 
9.276 
48.2 
24.1 
10.5 
9.3 
1.4 
4.3 
2.2 
Jumlah 461.028 100 
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2006 
Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk di 
Kabupaten Karanganyar yang terbanyak adalah sebagai petani sebanyak 
222.367 jiwa atau 48.2 persen. Mata pencaharian sebagai petani di Kabupaten 
Karanganyar banyak dijalani oleh penduduk, hal ini karena di Kabupaten 
Karanganyar memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dari tabel 4 diatas 
dapat diketahui jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebanyak 461.028 
jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 567.577 jiwa, 
dengan demikian penduduk yang mempunyai pekerjaan hanya 81.22 persen 
dari jumlah usia produktif, hal ini berarti bahwa masih terdapat 18.78 persen 
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penduduk usia produktif yang belum memiliki pekerjaan. 
 
C. Keadaan Pertanian  
1. Penggunaan Lahan Pertanian 
Kegiatan pertanian mempunyai peranan penting dalam memenuhi 
kebutuhan pangan daerah. Kondisi pertanian yang baik harus didukung 
dengan ketersediaan lahan pertanian yang cukup, inovasi atau teknologi yang 
tepat guna, modal dan sumber daya manusia yang handal. Untuk mengetahui 
luas penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat 
dalam tabel berikut ini : 
Tabel 5. Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Karanganyar 
Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 
A. Persawahan 
1. Sawah teririgasi 
2. Sawah Tadah Hujan 
B. Lahan Kering 
1. Ladang 
2. Perkebunan 
 
21.211,4049 
1.682,9918 
 
17.906,0290 
3.197,6836 
 
48,20 
3,82 
 
40,70 
7,28 
Jumlah 43.998,1093 100 
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2006 
Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan pertanian di 
Kabupaten Karanganyar yang terbesar adalah sebagai lahan persawahan 
(lahan basah yaitu seluas 22.894,3967 Ha atau 52,02 persen) yang terdiri dari 
sawah teririgrasi dan sawah tadah hujan, kemudian penggunaan lahan 
pertanian terbesar kedua adalah lahan kering yaitu seluas 21.103,7126 Ha atau 
47,98 persen yang terdiri dari lading dan perkebunan 
2. Komoditas Utama
Komoditas utama yang diusahakan di masing-masing daerah tidak 
sama akan tetapi disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. 
Komoditas yang diusahakan di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti iklim, curah hujan atau pengairan, kondisi tanah, topografi dan sumber 
daya manusia. Untuk mengetahui jumlah produksi komoditas utama yang 
diusahakan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikuti : 
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Tabel 6. Jumlah Produksi Komoditas Utama di Kabupaten Karanganyar 
Komoditas Utama Luas Lahan Tanam (Ha) Jumlah Produksi  
(Ton) 
Padi 
Jagung 
Kedelai 
Ubi Kayu 
Ubi Jalar 
Kacang Tanah 
42.396 
5.221 
224 
5.768 
583 
6.059 
224.934 
26.314 
230 
100.452 
11.061 
6.781 
Jumlah 60.251 369.772 
Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2006 
Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa di Kabupaten Karanganyar, tidak 
hanya cocok ditanami padi saja tetapi juga komoditas lainnya. Tetapi di 
Kabupaten Karanganyar, padi merupakan komoditas pertanian yang dominan 
sehingga petani selalu memprioritaskan untuk tanaman padi sebagai 
komoditas lahannya.  
D. Keadaan Kehutanan 
Luas lahan hutanan yang terdapat di suatu wilayah dapat memberikan 
nilai yang tinggi bagi perekonomian daerah. Sumber daya hutan di Kabupaten 
Karanganyar dapat dilihat dalam table  berikut: 
Tabel 7. Luas Lahan Kehutan di Kabupaten Karanganyar 
Jenis Hutan Luas (Ha) Persentase (%) 
1. Hutan Lindung 
2. Hutan Suaka Alam dan Wisata 
3. Hutan Produksi 
9.729,4927 
122,0000 
 
1.707,0000 
84,17 
1,06 
 
14,77 
Jumlah 11.558,4927 100 
Sumber : Data Monografi Kabupaten Karanganyar tahun 2006 
Dari table 7 dapat diketahui bahwa hutan di Kabupaten Karanganyar 
terdapat berbagai bentuk hutan, tidak hanya hutan lindung saja akan tetapi 
bentuk hutan yang lain seperti hutan suaka, hutan wisata dan hutan produksi. 
Hutan Lindung merupakan bentuk hutan yang terluas dengan 9729,4927 Ha 
atau 84,17 persen, terbesar kedua adalah hutan produksi dengan luas 1.707 Ha 
atau 14,77 persen, selanjutnya hutan suaka dan wisata denagn luas 122 Ha 
atau 1,06 persen 
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E. Keadaan Perekonomian 
1. Sarana Perekonomian
Adanya sarana dan prasarana perekonomian di suatu daerah akan 
sangat menunjang berlangsungnya kegiatan perekonomian. Keadaan sarana 
perekonomian di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 8. Keadaan Sarana Perekonomian di Kabupaten Karanganyar 
No Uraian Jumlah (unit) 
1
2
3
4
5
6
7
Industri kecil menengah 
Dagang kecil menengah 
Perusahaan sedang/besar 
Pasar tradisional 
Pasar lokal 
Hipermarket 
Mal/Plaza 
10.882 
635 
14 
24 
24 
1
1
Jumlah 11.581 
Sumber : Data Monografi Kabupaten Karanganyar tahun 2006 
Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Karanganyar banyak 
terdapat industri kecil menengah, kemudian dagang kecil menengah. Tetapi 
yang menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar yaitu 
Pasar yang merupakan salah satu sarana perekonomian yang berfungsi sebagai 
tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. 
Secara keseluruhan pasar yang terdapat di Kabupaten Karanganyar ada 48, 
dimana jumlah tesebut sudah dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat di 
Kabupaten Karanganyar. Selain industri, pasar, sarana perekonomian di 
Kabupaten Karanganyar juga ditunjang dengan adanya hypermarket dan 
mal/plaza. 
2. Lembaga Perekonomian
Keadaan lembaga perekonomian di Kabupaten Karanganyar dapat 
dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 9. Keadaan Lembaga Perekonomian di Kabupaten Karanganyar 
No Jenis Lembaga Jumlah  
1
2
3
4
5
Koperasi aktif 
Koperasi tidak aktif 
Induk koperasi 
Koperasi primer 
Koperasi Unit Desa (KUD) 
565 
204 
4
765 
17 
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6
7
8
Bank Pemerintah (BRI) 
Bank Swasta Nasional 
Bank Pemerintah Daerah 
22 
4
19 
Jumlah 1.601 
Sumber : Data Monografi Kabupaten Karanganyar tahun 2006 
Jumlah lembaga perekonomian di Kabupaten Karanganyar banyak 
ragamnya, dari mulai adanya KUD hingga Bank, sehingga menunjang 
kegaiatan perekonomian di daerah tersebut. Jumlah koperasi yang dominant 
pada setiap kecamatan-kecamatan serta adanya Bank, maka sudah mampu 
memenuhi kebutuhan dari masyarakat di Kabupaten Karanganyar. 
F. Gambaran Umum Hutan Bromo Karanganyar 
Hutan Bromo Kabupaten Karanganyar terletak di 2 kecamatan yaitu 
kecamatan Karanganyar dan Matesih. Luas Keseluruhan Hutan Bromo adalah 
208,3 hektar dengan rincian hutan lindung 24,3 hektar, hutan Produksi 178,1 
hektar, dan Lapangan dengan Tujuan Istimewa (LDTI) 5,9 hektar. Tumbuhan 
yang terdapat di hutan Bromo sebagai potensi sumber daya alam adalah 
sonokeling, maoni, jarak pagar dan pinus serta palawija yang diusahakan 
masyarakat sekitar hutan dengan sistem agroforestri.  
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BAB V 
SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Perum Perhutani 
Perum perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah 
naungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, didirikan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan 
Pemerintah No. 2 tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya 
ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1986 dan 
terakhir adalah peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003 berikut peraturan 
perundang-undangan yang lainnya yang berlaku 
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum Perhutani diberi 
tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, 
pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sifat usahanya 
merupakan dua fase misi sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan umum, yakni 
mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 
Dalam menyelenggarakan pengusahaan hutan dan usaha lainnya Perum 
Perhutani, berkewajiban menyelenggarakan usaha-usaha dibidang kehutanan 
untuk memproduksi barang dan jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat 
hidup orang banyak dengan harus mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi, 
kelestarian, serta harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kepentingan Negara. Disamping itu turut aktif pula melakukan kebijakan dan 
program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan pada umumnya. 
Visi dari Perum Perhutani adalah Menjadi Pengelolaan Hutan Tropis 
Terbaik di Dunia. Adapun misinya adalah: 
1. Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari Bersama 
Masyarakat. 
2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumber daya hutan 
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3. Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan 
serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan 
perusahaan serta kesejahteraan masyarakat (sekitar hutan). 
4. Membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan 
profesional. 
5. Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan 
perekonomian nasional   
Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara 
yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, 
kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum 
Perhutani sebesar 2.566.889 Ha, terdiri atas hutan produksi ( HP ) seluas 
1.454.176 Ha ( 57 persen), hutan produksi terbatas ( HPT ) seluas 428.795 Ha ( 
16 persen ) dan hutan lindung seluas 683.889 Ha. 
Wilayah kerja perusahaan terbagi dalam 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan 
( KPH ), yaitu :  Wilayah kerja Unit I Jawa Tengah terbagi ke dalam 20 KPH, 
Wilayah kerja Unit II Jawa Timur terbagi ke dalam 23 KPH, Wilayah kerja Unit 
III Jawa Barat dan Banten terbagi dalam 14 KPH.  Disamping itu, untuk kegiatan 
Perencanaan Sumberdaya Hutan, dibentuk 13 Seksi Perencanaan Hutan ( SPH ) 
yang terdiri dari 4 ( empat ) SPH di Unit I Jawa Tengah, 5 ( lima ) SPH di Unit II 
Jawa Timur dan 4 ( empat ) SPH di Unit III Jawa Barat dan Banten   
Dalam rangka membangun nilai (value) sebagai acuan kerja bersama, 
Perhutani telah menggali butir-butir nilai unggulan kerja yang selanjutnya 
dirumuskan sebagai budaya perusahaan dengan sebutan "PETIK". PETIK 
memiliki makna bahwa sumberdaya manusia Perum Perhutani dapat memetik 
semangat dan membangun motivasi dari nilai-nilai unggulan kerja, dan 
menjadikannya sebagai dasar perilaku, pola pikir dan pola tindak keseharian SDM 
Pefiutani untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Perusahaan. Pernyataan 
nilai dari PETIK adalah sebagai berikut: Pemberdayaan, dengan pemberdayaan 
sumberdaya manusia secara profesional, berjiwa entreurprener, andal, dan 
bertanggung jawab, perusahaan akan berkembang pesat dan lestari. Efisiensi : 
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selalu memperhitungkan secara ekonomis setiap pengorbanan {input) terhadap 
manfaat (output) yang akan dicapai. Tanggungjawab Lingkungan dan Sosial : 
tumbuh dan berkembang bersama untuk mewujudkan kelestarian lingkungan 
hidup, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Integritas : 
mewujudkan komitmen terhadap kepentingan perusahaan dalam tindakan nyata 
yang penuh pengabdian, bermoral, jujur, transparan, dan akuntabel. Kerjasama 
Tim : kesediaan bekerjasama antar individu dan atau antar fungsi akan 
menghasilkan sinergi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 
B. Profil Program Agroforestri Hutan Bromo Karanganyar 
Prinsip dasar dalam program agroforestri hutan Bromo Karanganyar 
adalah berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, 
pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan 
dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. 
Program agroforestri hutan Bromo Karanganyar dimaksudkan untuk 
memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-
aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Dengan tujuan: (1) 
Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi 
dan sosial masyarakat. (2) Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum 
Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap 
pengelolaan sumber daya hutan. (3) Meningkatkan mutu sumber daya hutan, 
produktivitas dan keamanan hutan. (4) Mendorong dan menyelaraskan 
pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat desa 
hutan.  
Jenis Kegiatan Pengusahaan program agroforestri hutan Bromo 
Karanganyar  meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan, 
perlindungan dan pemanenan hasil usaha produktif berbasis lahan (Agroforestry, 
Silvofishery Silvopastural dan Agrosilvopastural) dengan luas wilayah hutan 9,9 
Ha. Ketentuan kemitraan dalam program agroforestri hutan Bromo Karanganyar 
adalah secara proposional, antara "Kemitraan Sejajar" yang masing-masing pihak 
mempunyai peran, tanggung jawab dan hak. Pihak-pihak yang bekerjasama 
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adalah (1) Perum Perhutani, (2) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), (3) 
Pihak lain yang berkepentingan: Pemerintah, LSM, Lembaga 
EkonomiMasyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga 
Pendidikan dan Lembaga Donor. Pihak lain yang berkepentingan dapat berperan 
langsung (sebagai investor) maupun tidak langsung (sebagai motivator, 
dinamisator dan fasilitator) untuk bekerjasama dalam kegiatan agroforestri hutan 
Bromo Karanganyar 
 Pola kerjasama dalam program agroforestri hutan Bromo Karanganyar 
adalah Perhutani bersama LMDH. LMDH yang bekerjasama dalam pengelolaan 
hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta 
diajukan oleh pemerintah desa dengan surat permohonan kerjasama kepada 
Perhutani. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Administratur dan Ketua 
LMDH, diketahui oleh Kepala Desa dan atau pejabat pemerintah yang lebih 
tinggi dengan dikuatkan oleh Notaris setempat.  
Tahap Pelaksanaan program agroforestri hutan Bromo Karanganyar 
adalah meliputi: (1) Pengenalan program (Sosialisasi). (2) Persiapan Prakondisi 
Sosial (PDP), pembentukan kelembagaan baik kelompok maupun forum. (3) 
Pelaksanaan program baik teknis maupun non teknis. (4) Pengembangan ekonomi 
kerakyatan. (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.  
Hak LMDH dalam program agroforestri hutan Bromo Karanganyar adalah 
bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan menyusun rencana, 
melaksanakan, memantau dan menilai pelaksanaan program agroforestri hutan 
Bromo Karanganyar .serta memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan 
nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikannya. Sedangkan 
kewajiban LMDH adalah bersama Perhutani dan pihak yang berkepentingan 
melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan 
manfaatnya. Serta memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan 
kemampuannya  
Hak Perhutani adalah memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai 
dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi yang dikontribusikannya. 
lxxii
Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan 
dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan 
manfaatnya.  Sedangkan kewajiban Perhutani adalah Bersama LMDH dan pihak 
yang berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai 
pelaksanaan program agroforestri hutan Bromo Karanganyar. Memberikan 
kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana. Mempersiapkan sistem, 
struktur dan budaya perusahaan yang kondusif. Bekerjasama dengan masyarakat 
desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses 
optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.  
Hak pihak yang berkepentingan adalah bersama Perhutani dan pihak yang 
berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan menilai 
pelaksanaan program agroforestri hutan Bromo Karanganyar. Memperoleh 
manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi serta faktor produksi 
yang dikontribusikannya. kewajiban pihak yang berkepentingan. Adalah bersama 
Perhutani dan pihak yang berkepentingan melindungi dan melestarikan 
sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. Memberikan 
kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.  
Pemantauan proses program agroforestri hutan Bromo Karanganyar 
dilakukan oleh Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang 
berkepentingan dalam program agroforestri hutan Bromo Karanganyar. Evaluasi 
terhadap program agroforestri hutan Bromo Karanganyar dilakukan sekurang-
kurangnya 6 bulan sekali, dengan sasaran: (1) Perkembangan program. (2) 
Tingkat kesejahteraan LMDH. (3) Tingkat kelestarian sumberdaya hutan. (4) 
Peran dan tanggungjawab Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang 
berkepentingan dalam program agroforestri hutan Bromo Karanganyar. (5) 
Dampak program agroforestri hutan Bromo Karanganyar terhadap masyarakat 
serta  lingkungannya. 
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C. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Agroforestri 
dikawasan Hutan Bromo Karanganyar 
Dalam prilaku manusia pada organisasi publik, prilaku manusia 
merefleksikan persepsi, kebutuhan dan aspirasi. Persepsi, kebutuhan dan aspirasi 
tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan budaya, pengaruh kelompok, dan 
pengaruh organisasi. Dalam hal ini, persepsi menjadi penting, karena persepsi 
merupakan kesan awal dari manusia yang dapat menjadi aksi atau tindakan. 
Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam 
memahami informasi yang diterimanya melalui penglihatan, pendengaran, 
perasaan, dan penghayatan. Persepsi akhirnya lebih merupakan penafsiran akan 
sesuatu, bukannya pencatatan yang benar tentang sesuatu.  
Dalam komunikasi, inti dari komunikasi adalah penyampaian dari pihak 
pertama kepihak lain agar tujuan atau maksud pihak pertama tercapai. Proses 
komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor komponen yang dapat 
menentukan keefektivitasan komunikasi yaitu Source (pengirim), Message 
(pesan), Chanel (saluran-media) dan Receiver (penerima).  
Untuk menerapkan kebijakan pengembangan agroforestri di hutan bromo 
karanganyar Perum Perhutani memberikan petugas pendamping kepada 
masyarakat desa sekitar hutan. Fungsi dari petugas pendamping ini adalah sebagai 
implementator atau penyampai pesan-pesan program pengembangan agroforestri 
kepada masyarakat sekitar hutan dan pihak yang terkait, selain itu tugas dari 
pendamping adalah sebagai pengawas dari implementasi program itu sendiri.  
Petugas pendamping yang diturunkan kemasyarakat sebelumnya telah 
mengetahui konsep, tujuan dan sasaran dari program pengembangan agroforestri 
di Hutan Bromo Karanganyar, hal ini dibuktikan dengan adanya pembekalan atau 
penataran terkait program pengembangan agroforestri hutan Bromo Karanganyar. 
Dalam pembekalan tersebut petugas pendamping diberikan penjelasan tentang 
konsep, tujuan dan sasaran dari program pengembangan agroforestri yang 
tergabung dalam program PHBM. Selain itu petugas pendamping juga memiliki 
arsip Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 24 Tahun 2001 Tentang PHBM 
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di Propinsi Jawa Tengah serta Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum 
Perhutani Nomor: 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM sebagai pegangan dalam 
melaksanakan program pengembangan Agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar. Petugas pendamping juga dibekali dengan Petunjuk Pelaksanaan 
PHBM yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Biro 
Pembinaan Sumber Daya Hutan serta buku pedoman evaluasi PHBM yang 
dikeluarkan melalui keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 
666/KPTS/DIR/1003.  
Petugas pendamping dipilih atas dasar materi yang disampaikan, berat 
atau ringannya materi yang disampaikan dapat dilihat dari tingkat penerapan 
teknis materi dilapangan. Faktor lain yang menjadi alasan untuk pemilihan 
pendamping adalah sumberdaya yang dimiliki oleh petugas pendamping, 
sumberdaya ini lebih cenderung kepada pengalaman dan kemampuan dalam 
berkomunikasi, selain itu dalam penentuan petugas pendamping juga disesuaikan 
dengan keadaan lingkungan sekitar, baik geografis maupun faktor sosial 
masyarakat (budaya, adat-istiadat, kepercayaan). 
Petugas pendamping juga diberikan pembekalan khusus yang berupa 
pelatihan-pelatihan seperti kewirausahaan, pengelolaan lahan, manajerial dan 
pelatihan lainnya yang dirasa penting dalam mendukung program pengembangan 
Agroforestri. Pembekalan yang diberikan tersebut bertujuan untuk memberikan 
tambahan ilmu dan pengetahuan bagi pendamping serta meningkatkan 
kemampuan pribadi dalam melakukan pendampingan. Pelatihan ini diadakan oleh 
KPH Surakarta yang membawahi BKPH termasuk hutan Bromo. Dalam 
menjalankan fungsinya, petugas pendamping dibekali dengan buku saku sebagai 
bukti kegiatan yang telah mereka laksanakan, garis besar isi buku saku adalah 
berupa kapan, dimana, hasil, masalah solusi saran dan usul dari kegiatan yang 
telah dilaksanakan. Intensitas pertemuan petugas pendamping dengan masyarakat 
tidak setiap hari, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada yaitu pada 
pertemuan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) dan disesuaikan dengan program-program baru yang akan 
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disampaikan. Sebagai evaluasi terhadap petugas pendamping dilakukan 
pertemuan setiap bulannya yang dipimpin oleh kepala BKPH setempat. 
Tingkat pengetahuan petugas tentang konsep, tujuan dan sasaran program 
pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar dapat dikatakan telah 
baik. Petugas pendamping yang diberikan pengarahan dan pembekalan 
sebelumnya dapat lebih mudah dalam implementasi program kepada masyarakat, 
karena petugas telah mengetahui gambaran tugas mereka dilapangan yang telah 
diberikan dalam pengarahan dan pembekalan sebelumnya., sehingga dalam 
pelaksanaan pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar tidak 
mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 
permasalahan besar yang dihadapi petugas dalam implementasi program 
pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar 
Program pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar yang 
disampaikan merupakan usulan dari masyarakat sebagai implementasi dari sistem 
bottom up dan partisipatif yang digunakan Perum Perhutani yang selanjutnya 
disepakati secara bersama-sama baik antara Perum Perhutani, masyarakat dan 
pihak yang berkepentingan. Dengan sistem komunikasi yang bottom up ini 
memberikan keleluasaan bagi petugas pendamping sehingga tidak membutuhkan 
sumber-sumber kebijakan yang besar karena sumber yang bersifat dana di 
tanggung secara bersama-sama baik Perum Perhutani, masyarakat maupun pihak-
pihak yang terkait lainnya. 
Sistem Agroforestri yang dikembangkan di hutan Bromo yang merupakan 
pesan dalam komunikasi kebijakan adalah salah satu dari program PHBM yang 
telah mendapatkan persetujuan bersama seluruh pihak-pihak yang terkait, 
sehingga dalam penyampaian program pengembangan agroforestri di hutan 
Bromo Karanganyar tidak mengalami banyak kesulitan karena masyarakat dapat 
memahami tujuan dan maksud program pengembangan agroforestri dengan baik 
dan lebih cepat. Isi pesan yang telah diketahui oleh semua pihak yang 
berkepentingan baik dari pengirim maupun penerima akan memudahkan dalam 
penyampaian pesan karena dengan kejelasan tersebut, pesan yang disampaikan 
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tidak mengalami banyak pengurangan makna/tujuan (distorsi) sesampainya ke 
penerima pesan karena dalam hasil pengamatan program dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. Struktur pesan adalah salah satu yang 
mempengaruhi pesan dalam proses komunikasi, dalam implementasi program 
pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar pesan yang disampaikan 
sangat terstruktur hal ini dapat dilihat dari terdapatnya petunjuk pelaksanaan 
program serta pedoman evaluasinya.   
Teknik yang digunakan dalam implementasi program pengembangan 
agroforestri di hutan Bromo Karanganyar adalah dengan menggunakan simulasi-
simulasi, training, wawancara, pertemuan atau koordinasi. Teknik ini lebih 
banyak dilakukan dalam proses pelaksanaan program. Adapun proses tersebut 
meliputi: (1) Prakondisi, yaitu sosialisasi pengenalan program (sosialisasi internal 
dan eksternal), (2) Inventarisasi potensi desa meliputi situasi, kondisi dan petak 
pangkuan, (3) Persiapan Prakondisi sosial yaitu dengan dialog multistakeholder, 
pembentukan kelembagan, forum komunikasi dan perjanjian kerjasama, (4) 
Pelaksanaan kegiatan dengan pembuatan rencana strategis (renstra) penilaian 
pengesahan dan penerapannya, (5) pemberdayaan masyarakat dan (6) 
pemantauan, penilaian dan pelaporan. 
Dalam penyampaian program pengembangan agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar digunakan teknik yang bervariasi, pemilihan teknik disesuaikan 
dengan materi dan kondisi lapangan yang ada, seperti dalam pelaksanaan kegiatan 
program dengan penanaman, perawatan dan pemanenan menggunakan teknik 
simulasi dengan melihat, mendengar dan mencoba praktik secara langsung 
dilapangan karena dianggap lebih efektif untuk memahamkan masyarakat 
Sasaran proses komunikasi dalam implementasi kebijakan program 
pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar adalah masyarakat. 
Masyarakat menjadi sasaran dari petugas implementator yang menyampaikan 
program pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar. Sikap 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sasaran dalam menangkap 
pesan. Sasaran dalam implementasi program pengembangan agroforestri di hutan 
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Bromo Karanganyar bersikap mendukung karena program tersebut merupakan 
usulan dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada puhak Perhutani, 
sehingga masyarakat sekitar hutan menanggapi pesan dengan baik, hal ini dapat 
dilihat dari program pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar 
yang telah berjalan sejak di implementasikannya tahun 2005 hingga sekarang. 
Dilihat dari komponen komunikasi yang terdapat dalam implementasi 
program pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar, yaitu Source 
(pengirim), Massage (pesan), Chanel (saluran-media), dan Receiver (penerima) 
proses komunikasi yang terlaksana dapat dikatakan berjalan dengan baik, 
sehingga mendukung proses implementasi menjadi efektif. 
D. Sumber- sumber dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan 
Agroforestri dikawasan Hutan Bromo Karanganyar  
Dalam penelitian ini sumber-sumber Kebijakan yang dimaksud  adalah 
dana dan fasilitas yang digunakan dalam implementasi pengembangan 
agroforestri di hutan Bromo Karanganyar. Kita ketahui bahwa dana merupakan 
faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana yang tersedia 
maka proses implementasi dilapangan akan lebih mudah dibandingkan dengan 
jumlah dana yang tersedia lebih sedikit. Dana sangat berpengaruh terhadap 
penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga 
dengan tersedianya dana yang cukup maka cara-cara dan strategi implementasi 
akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang 
tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan 
menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi 
menyesuaikan jumlah dana yang tersedia. 
Adapun dana yang digunakan dalam program pengembangan agroforestri 
di hutan Bromo Karanganyar dibebankan pada anggaran Perum Perhutani Unit I 
Jateng dan dana lainnya yang sah. Sedangkan fasilitas-fasilitas pendukung 
implementasi kebijakan pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar 
masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.  Seperti yang dikatakan 
oleh Bambang (kepala KRPH hutan Bromo Karanganyar):  
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“Segala biaya PHBM sudah dianggarkan dari pusat dan fasilitas yang 
diberikan dalam program PHBM tidak ada sama sekali”
(Wawancara tanggal 10 April 2008) 
 Senada dengan apa yang diungkapkan Bambang, Budi (Kepala Sub Seksi 
PHBM KPH Surakarta) mengatakan: 
 “Dana yang digunakan untuk pelatihan-pelatiaan, pembentukan LMDH, 
pembinaan dan pembuatan akta notaris dibebankan kepada anggaran Perhutani, 
sedangkan fasilitas yang digunakan sangat sedikit sekali, sehingga terkadang 
menjadi penghambat kinerja petugas” 
(wawancara tanggal 16 April 2008) 
 
Fasilitas pendukung baik berupa sarana dan prasarana yang kurang dapat 
menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Dalam  program pengembangan 
agroforestri di hutan Bromo Karanganyar fasilitas–fasilitas pendukung dianggap 
tidak memenuhi kebutuhan implementasi. Perum Pehutani hanya menyediakan 
sebuah mobil untuk operasional seluruh daerah hutan di bawah kendali KPH 
surakarta sehingga menjadi penghambat kinerja petugas dalam bidang 
transportasi. Fasilitas lain yang mendukung implementasi pengembangan 
agroforestri di hutan Bromo Karanganyar adalah kantor dan kesekretariatan serta 
alat-alat administrasi dan komputer.  
Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa ketersediaan dana sudah tidak 
menjadi kendala dalam implementasi program pengembangan agroforestri di 
hutan Bromo Karanganyar. Dalam merencanakan anggaran dana Perum Perhutani 
menggunakan model bottom up yaitu berdasarkan kebutuhan dana dari 
masyarakat dan telah disepakati secara bersama-sama. Dengan adanya sumber 
dana yang cukup, memberikan motivasi kepada pelaksana untuk menyampaikan 
program secara menyeluruh tanpa ada beban tanggungan masalah dana. 
sedangkan dalam ketersediaan fasilitas yang kurang mendukung dapat menjadi 
penghambat proses implementasi yang sedang berlangsung, yaitu dalam 
penyampaian kebijakan, petugas yang berwenang terkadang membutuhkan alat 
transportasi untuk menuju daerah tujuan, dengan kurangnya alat transportasi yang 
dimilki mengharuskan petugas mencari transportasi alternative lainnya yang 
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berupa kendaraan umum sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih 
besar. Berbeda dengan ketersediaan fasilitas yang lebih mendukung, petugas akan 
lebih bersemangat dalam melaksanakan implementasi karena waktu dan tenaga 
yang dimilkinya untuk melaksanakan implementasi tidak terbuang lebih banyak. 
E. Kecenderungan atau Tingkah Laku Pelaksana dalam Implementasi 
Kebijakan Pengembangan Agroforestri dikawasan Hutan Bromo 
Karanganyar  
Fokus utama dari studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana 
organisasi berperilaku, atau bagaimana orang berprilaku dalam organisasi 
(Parsons, 2006) Kecenderungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
tingkah laku dari pelaksana program yaitu petugas lapangan apakah mendukung 
atau  bertentangan dengan program yang mereka sampaikan. Menurut Maslow 
(1994) orang dalam berperilaku dan bertindak memiliki motivasi tertentu. 
Maslow membagi kebutuhan manusia sebagai motivasi berperilaku dan bertindak 
dengan membentuk suatu hierarki menjadi (1). Kebutuhan Fisik (physiological 
needs) (2). Kebutuhan keamanan (safety needs) (3). Kebutuhan sosial (sosial 
needs) (4). Kebutuhan penghargaan (appreciation needs) (5) Kebutuhan 
aktualisasi diri (self actualization). 
Dalam implementasi program pengembangan agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar, motif utama petugas menjalankan implementasi adalah kewajiban 
sebagai pegawai perum perhutani,  sebagai pengemban implementasi, petugas 
menjalankan fungsinya atas dasar rasa senang hati, seperti yang dikatakan 
Bambang kepala KRPH hutan Bromo Karanganyar: 
 ” Dalam menjalankan kebijakan kami didasarkan kepada tugas dan kewajiban 
sebagai pegawai perhutani, sehingga apapun tugas itu asalkan perintah dari 
perhutani ya kita lakukan” 
(wawancara 10 April 2008) 
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Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Soeparsono Asper BKPH Lawu 
Utara:  
” sudah menjadi kewajiban para petugas kami untuk menjalankan tugasnya 
dengan rela sebagai pegawai perhutani” 
(wawancara 8 April 2008) 
 Motif ini terbukti dari buku laporan kegiatan yang menjadi tanda bukti 
dan pengawasana bagi petugas dalam menjalankan kegiatannya. Faktor 
pendukung lainnya yang mendasari petugas dalam menjalankan fungsinya adalah 
karena kebutuhan petugas untuk berhubungan dengan manusia lain dalam 
bermasyarakat. Petugas membutuhkan kerjasama dengan masyarakat agar tujuan 
program dapat tercapai dan bermanfaat bagi semuanya. 
Motivasi lainnya yang mendasari petugas untuk menjalankan fungsinya 
dengan baik adalah karena dalam kenaikan jenjang karir kepegawaian dibutuhkan 
suatu prestasi dan reputasi yang baik dari petugas, sehingga petugas termotifasi 
untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Apa bila prestasi yang ditunjukkan 
petugas baik maka akan menerima penghargaan yang sesuai dengan prestasinya. 
Prestasi ini dilihat dari perkembangan pencapaian program yang dilaksanakan 
serta sikap kedisiplinan pribadi yang dievaluasi dan dipantau setiap bulannya. 
Dalam pelaksanaan program tidak ada tekanan-tekanan dari pihak 
eksternal, hal ini dikarenakan program yang dijalankan adalah berasal dari 
masyarakat atau bersifat partisipatif yang saling menguntungkan, baik bagi 
perhutani, masyarakat maupun stakeholder yang berkepentingan didalamnya akan 
tetapi terdapat tekanan dari internal perum perhutani terhadap pegawainya yang 
tertuang dalam peraturan pegawai yang berupa Sangsi, pemutasian dan pemecatan 
bagi pegawai yang melakukan kesalahan dan melanggar aturan-aturan 
kepegawaian. 
Dalam menjalankan fungsinya, petugas juga ingin menyampaikan ilmu-
ilmu yang didapatkan dalam kapasitasnya sebagai petugas pendamping serta 
sebagai aktualisasi kemampuan untuk menjalankan tugasnya dalam 
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pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar baik kemampuan 
manajerial maupun kemampuan teknik 
Dari hasil penelitian  didapatkan bahwa motifasi yang mendasari petugas 
dalam  menjalankan fungsinya adalah (1). Kewajiban sebagai pegawai Perum 
Perhutani, (2). Kebutuhan untuk bermasyarakat, (3) Kenaikan jenjang karir 
kepegawaian yang membutuhkan suatu prestasi dan reputasi yang baik, dan (4). 
Menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan serta sebagai aktualisasi kemampuan. 
Tidak didapatkan motifasi-motifasi menyimpang yang digunakan petugas dalam 
menjalankan implementasi kebijakan pengembangan agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar, tidak terjadi prilaku-prilaku yang bertentangan dengan kebijakan 
dan implementator dapat memahami tujuan kebijakan dengan baik, sehingga 
tujuan kebijakan dapat tersampaikan dengan baik. 
F. Struktur Birokrasi dalam dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan 
Agroforestri dikawasan Hutan Bromo Karanganyar  
Implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan 
implementasi, dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya atau 
melaksanakannya dari atas, implementasi yang efektif membutuhkan rantai 
komando yang baik dan kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengkontrol 
yang baik. (Parsons, 2006). Dalam sebuah implementasi kebijakan struktur 
birokrasi sangat menentukan dalam keberhasilannya. Struktur yang besar akan 
lebih menyulitkan dalam penerapan suatu kebijakan karena dalam penerapannya 
harus melewati beberapa jalur birokrasi, sehingga akan memakan waktu yang 
lebih lama, bahkan penyimpangan kebijakan akan lebih banyak terjadi.  
Menurut Weber didalam organisasi birokrasi wewenang ditentukan 
berdasarkan pada pengakuan atas aturan-aturan dan prosedur-prosedur resmi. 
Sedangkan ciri birokrasi adalah adanya pembagian kerja, sebuah hirarki 
wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang rinci serta 
adanya sifat hubungan impersonal (bukan atas dasar hubungan pribadi) (Etzioni, 
1985). 
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Pelaksanaan pengembangan Agroforestri di hutan Bromo Karanganyar 
secara teknis di tugaskan kepada BKPH Lawu Utara yang bertempat di 
tawangmangu Karanganyar dengan pemantauan dari KPH Surakarta. Adapun 
struktur birokrasi dalam program pengembangan agroforestri di kawasan hutan 
Bromo Karanganyar ditataran pelaksana lapang adalah sebagai berikut 
 
Gambar 4. Struktur Organisasi BKPH Lawu Utara (Karanganyar)  
Tugas dan Fungsi masing-masing bidang: 
1. Asisten Perhutan sebagai Kepala BKPH, bertugas sebagai penanggung 
jawab atas segala kegiatan perhutani yang dilakukan diwilayah kerja 
BKPH yang dipimpinnya 
2. Tata Usaha, bertugas dalam bidang administrasi BKPH 
3. Pembantu Tata Usaha, bertugas membantu tugas dari kepala Tata 
Usaha 
4. Operator VHF/Radio Panggil: bertugas menerima dan menyampaikan 
informasi dari maupun ke KRPH 
5. KRPH, bertugas sebagai penangggung jawab segala aktivitas yang 
berada dalam kawasan hutan teritorialnya.  
6. Polisi Teritori, sebrtugas menjaga keamanan dan ketertiban seluruh 
kawasan hutan teritori 
Asisten Perhutani 
KBKPH
Tata Usaha 
Pembantu  
Tata Usaha
Operator 
VHF
KRPH 
Polisi Teritori 
Mandor 
Mess Sriam 
lxxxiii
7. Mandor, bertugas mengawasi segala aktivitas produksi seperti tanam, 
sadap, tebang dan penjarangan. 
8. Mess Sriam, bertugas mengelola Mess/pondok yang dimiliki BKPH 
Menurut Dunsire dalam Parson (2006) Hakikat birokrasi dari segi 
struktural adalah fungsi spesialisasi yang sudah maju baik di ranah horisontal 
maupun vertikal, sehingga setiap anggotanya punya fungsi yang sudah 
terdefinisikan dengan baik, esensinya adalah sebuah rutinitas kerja. Sifat 
implementasi pada dasarnya terdiri dari pengulangan dan penyebaran proses 
pemikiran yang disebut sebagai pelaksana dan sebagai penataan, perekayaan atau 
pendesainan yang disebut dengan pemrograman 
Struktur BKPH sebagai pengemban implementasi program pengembangan 
agroforestri di hutan Bromo Karanganyar disusun sesuai dengan kebutuhan yang 
dihadapi, dalam pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar, 
kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan komunikasi sebagai proses transfer 
program kepada masyarakat yang ditugaskan kepada KRPH, sedangkan 
kebutuhan keamanan ditugaskan kepada polisi teritori, serta kebutuhan 
pengawasan dalam menjalankan program teknis dilapangan seperti proses tanam, 
perawatan dan panen dilakukan oleh mandor. Dengan adanya struktur hirarki 
yang sederhana tersebut komunikasi yang dijalankan dapat berjalan efektif karena 
tidak melewati banyak perantara yang terdapat dalam struktur birokrasi yang ada 
sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan dana serta mengurangi distorsi 
pesan kebijakan.  
Dalam penelitian ini didapatkan bahwa masing-masing petugas tidak bisa 
menjalankan fungsinya dengan baik dikarenakan terbatasnya jumlah petugas yang 
tersedia, sehingga terkadang terjadi perangkapan jabatan dan fungsi. Dalam 
implementasi program pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar 
seorang KRPH terkadang merangkap jabatan sebagai polisi teritori dan bahkan 
sebagai mandor dikarenakan personil yang ada hanya 3 orang. Jika disesuaikan 
dengan luas wilayah yang ada, jumlah petugas ini tidak mencukupi untuk 
mengelola hutan bromo karanganyar dengan baik. 
lxxxiv
Strategi penerapan pengembangan agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar menggunakan pendekatan kultural dan partisipatif, yaitu lebih 
mengedepankan aspek budaya setempat dalam memberikan instruksi-instruksi 
dan mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam program 
pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar. Pendekatan ini 
digambarkan dalam bentuk pertemuan yang menggunakan kebiasaan budaya 
setempat, yaitu dengan sarasehan bersama tanpa membedakan pangkat dan status 
sosial yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan agroforestri di 
hutan Bromo Karanganyar ini lebih efektif karena dalam penyampaian program 
menggunakan cara-cara yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat sehingga 
dapat menghemat waktu dan biaya pertemuan. Efektifitas ini disebabkan karena 
dalam penyampaian program dengan menggunakan cara-cara yang sering 
digunakan masyarakat dapat lebih mempercepat pemahaman dan persepsi sama 
antara masyarakat dengan petugas tentang program pengembangan agroforestri 
hutan Bromo Karanganyar. 
Didalam menjalankan fungsinya, implementator juga mendapatkan aturan 
khusus tentang kepegawaian. Peraturan ini tertuang dalam DP3 (Daftar Penilaian 
Prestasi Pegawai) yang dikeluarkan pihak Perum Perhutani dan berlaku untuk 
semua pegawai Perum Perhutani. Dengan adanya peraturan ini, petugas memiliki 
aturan kerja dan batasan-batasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-
masing dengan terinci. Sedangkan dalam penerimaan pegawai Perum Perhutani 
wewenang penyeleksian calon pegawai diberikan kepada Perhutani Pusat sebagai 
pemegang kebijakan tertinggi 
 Dalam birokrasi pengemban kebijakan terdapat pembagian jabatan-
jabatan yang merupakan bangunan dasar dari organisasi formal sesuai dengan 
kebutuhan organisasi, pembagian tugas-tugas disalurkan diantara berbagai jabatan 
sebagai kewajiban resmi, dalam birokrasi ini juga terdapat aturan yang tegas yang 
mengatur tindakan-tindakan dan fungsi masing-masing jabatan secara formal, 
pegawai dipilih melalui kualifikasi yang telah ditentukan oleh Perhutani serta 
kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas yang didukung oleh prestasi 
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kerja, hal ini dapat mendukung dalam implementasi kebijakan yang akan 
diterapkan. 
Dalam penelitian didapatkan bahwa dalam struktur birokrasi terdapat 
pembagian kerja yang jelas, akan tetapi dalam penerapannya belum terlaksana 
dengan baik karena jumlah personil yang sedikit sehingga menjadi salah satu 
faktor penghambat implementasi program pengembangan agroforestri di hutan 
Bromo Karanganyar. Terdapat juga hirarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi 
yang formal, peraturan yang tegas, kenaikan jabatan berdasakan senioritas dan 
didukung oleh prestasi kerja. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
 
1. Petugas implementator sebagai pengirim pesan dalam komunikasi implementasi 
kebijakan pengembangan agroforestri hutan Bromo Karanganyar telah 
mengetahui konsep, tujuan dan sasaran program. Pemilihan petugas 
implementator didasarkan atas pengalaman dan kemampuan berkomunikasi. 
Petugas implementator diberikan pembekalan khusus untuk menunjang 
kemampuan tugasnya (kewirausahaan, pengelolaan lahan, dan manajerial), 
program yang merupakan pesan bersifat mudah dalam menyampaikan maupun 
menerimanya. Teknik penyampaian pesan menggunakan simulasi, training, 
wawancara, dan pertemuan atau koordinasi, sedangkan sikap masyarakat 
terhadap program adalah mendukung 
2. Sumber-sumber kebijakan berupa dana dari Perum Perhutani sudah sesuai 
dengan kebutuhan dana program pengembangan agroforestri di hutan Bromo 
Karanganya karena dana yang dianggarkan telah melalui kesepakatan bersama 
antara Perum Perhutani dengan Masyarakat, sedangkan dukungan fasilitas 
masih belum mencukupi kebutuhan yang ada sehingga dapat menjadi kendala 
dalam implementasi pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar. 
3. Faktor-faktor yang mendasari petugas untuk menjalankan fungsinya dalam 
pengembangan agroforestri di hutan Bromo Karanganyar adalah (1). Kewajiban 
sebagai pegawai Perum Perhutani, (2). Kebutuhan untuk bermasyarakat, (3) 
Kenaikan jenjang karir kepegawaian yang membutuhkan suatu prestasi dan 
reputasi yang baik, dan (4). Menyampaikan ilmu-ilmu yang didapatkan serta 
sebagai aktualisasi kemampuan. 
4. Dalam struktur birokrasi terdapat pembagian kerja yang jelas, akan tetapi dalam 
penerapannya belum terlaksana dengan baik karena jumlah personil yang 
sedikit sehingga menjadi salah satu faktor penghambat program pengembangan 
agroforestri di hutan Bromo Karanganyar. Terdapat juga hirarki wewenang 
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yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang tegas, kenaikan jabatan 
berdasakan senioritas dan didukung oleh prestasi kerja. 
B. SARAN 
1. Diharapkan koordinasi dan komunikasi yang dibangun selama pengembangan 
agroforestri di hutan Bromo Karanganyar dapat berjalan secara berkelanjutan 
baik antara Perum Perhutani, masyarakat, dan pihak yang terkait, tetap 
memperhatikan partisipasi masyarakat sehingga pada akhirnya tujuan yang telah 
disepakati secara bersama-sama dapat terwujud. 
2. Perhutani diharapkan dapat menambah fasilitas-faslitas berupa alat transportasi 
dan komunikasi sebagai penunjang khususnya pengembangan Agroforestri di 
hutan Bromo Karanganyar dan umumnya kebijakan yang lain, sehingga dapat 
memberikan kemudahan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. 
3. Perhutani diharapkan dapat menambah personil petugas yang berada ditataran 
teknis sesuai dengan struktur birokrasi yang ada, sehingga tidak ada 
perangkapan jabatan yang dapat membuat kerancuan fungsi masing-masing 
petugas. 
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Lampiran 1. a  
 
A. PEDOMAN WAWANCARA 
1. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang proses komunikasi 
kebijakan pengembangan agroforestri hutan Bromo 
Karanganyar 
2. Informan   :  
3. Alat dan Bahan  : 
a. kertas 
b. bolpoint 
4. uraian singkat (batasan/definisi) 
komunikasi disini maksudnya adalah penyampaian pesan (program 
agroforestri) dari sumber (petugas) kepada penerima melalui media, 
tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas komunikasi 
 
B. PELAKSANAAN WAWANCARA 
1. Kode/nomor   : 
2. Hari/tanggal   : 
3. Tempat    : 
4. Waktu wawancara  : 
5. Tema Wawancara                      :  Pemahaman tentang proses 
komunikasi kebijakan pengembangan 
agroforestri 
Beberapa contoh pertanyaan pembuka wawancara: 
• Siapakah yang menjadi petugas implementasi program? 
• Bagaimana kriteria petugas tersebut? 
5. nama informan   : 
6. waktu penulisan catatan lapang : 
7. Hasil wawancara  : 
 
xciii
Lampiran 1. b  
 
C. PEDOMAN WAWANCARA 
6. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang sumber-sumber 
kebijakan pengembangan agroforestri hutan Bromo 
Karanganyar 
7. Informan   :  
8. Alat dan Bahan  : 
c. kertas 
d. bolpoint 
9. uraian singkat (batasan/definisi) 
sumber-sumber disini maksudnya adalah dana dan fasil;itas yang 
digunakan dalam implementasi program pengembangan agroforestri, 
tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah dan sumber dana serta fasilitas 
yang digunakan dalam implementasi program 
 
D. PELAKSANAAN WAWANCARA 
8. Kode/nomor   : 
9. Hari/tanggal   : 
10. Tempat    : 
11. Waktu wawancara  : 
10. Tema Wawancara                      :  Pemahaman tentang sumber-sumber 
kebijakan pengembangan agroforestri 
Beberapa contoh pertanyaan pembuka wawancara: 
• Bagaimana dana yang digunakan dalam implementasi program? 
• Bagaimana fasilitas yang digunakan dalam implementasi program? 
12. Nama informan   : 
13. Waktu penulisan catatan lapang: 
14. Hasil wawancara  : 
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Lampiran 1. c  
 
E. PEDOMAN WAWANCARA 
11. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang kecenderungan atau 
tingkah laku pelaksana pengembangan agroforestri 
hutan Bromo Karanganyar 
12. Informan   :  
13. Alat dan Bahan  : 
e. kertas 
f. bolpoint 
14. uraian singkat (batasan/definisi) 
kecenderungan atau tingkah laku disini maksudnya adalah tingkah laku 
dari pelaksana program yaitu petugas lapang apakah mendukung atau 
bertentangan dengan program yang disampaikan. 
 
F. PELAKSANAAN WAWANCARA 
15. Kode/nomor   : 
16. Hari/tanggal   : 
17. Tempat    : 
18. Waktu wawancara  : 
15. Tema Wawancara                      :  Pemahaman tentang kecenderungan 
atau tingkah laku pelaksana kebijakan 
pengembangan agroforestri 
Beberapa contoh pertanyaan pembuka wawancara: 
• Apakah motif dari petugas dalam implementasi kebijakan? 
• Apakah ada tekanan/intervensi dalam melakukan implementasi 
kebijakan? 
19. Nama informan   : 
20. Waktu penulisan catatan lapang: 
21. Hasil wawancara  : 
xcv
Lampiran 1.d  
 
G. PEDOMAN WAWANCARA 
16. Tujuan wawancara : Menggali pemahaman tentang struktur birokrasi 
dalam pengembangan agroforestri hutan Bromo 
Karanganyar 
17. Informan   :  
18. Alat dan Bahan  : 
g. kertas 
h. bolpoint 
19. uraian singkat (batasan/definisi) 
struktur birokrasi disini maksudnya adalah bagaiman struktur hirarki dan 
pembagian kerja 
 
H. PELAKSANAAN WAWANCARA 
22. Kode/nomor   : 
23. Hari/tanggal   : 
24. Tempat    : 
25. Waktu wawancara  : 
20. Tema Wawancara                      :  Pemahaman tentang struktur birokrasi 
dalam kebijakan pengembangan 
agroforestri 
Beberapa contoh pertanyaan pembuka wawancara: 
• Bagaimana struktur birokrasi yang ada? 
• Apakah sesuai dengan kebutuhan implementasi? 
26. Nama informan   : 
27. Waktu penulisan catatan lapang: 
28. Hasil wawancara  : 
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Lampiran 2. a  
 
I. PEDOMAN OBSERVASI 
21. Tujuan Observasi : Mengamati aktivitas/prilaku komunikasi dalam 
implementasi program pengembangan agroforestri 
22. Obyak   :  
23. Alat dan Bahan  : 
i. kertas 
j. bolpoint 
k. Kamera 
 
J. PELAKSANAAN OBSERVASI 
29. Kode/nomor   : 
30. Hari/tanggal   : 
31. Tempat    : 
32. Waktu observasi  : 
24. Fokus observasi                         :   
33. Obyek observasi  : 
34. waktu penulisan catatan lapang : 
35. Hasil observasi   : 
 
xcvii
Lampiran 2. b  
 
K. PEDOMAN OBSERVASI 
25. Tujuan Observasi : Mengamati aktivitas/prilaku birokrasi/organisasi 
dalam implementasi program pengembangan 
agroforestri 
26. Obyak   :  
27. Alat dan Bahan  : 
l. kertas 
m. bolpoint 
n. Kamera 
 
L. PELAKSANAAN OBSERVASI 
36. Kode/nomor   : 
37. Hari/tanggal   : 
38. Tempat    : 
39. Waktu observasi  : 
28. Fokus observasi                         :   
40. Obyek observasi  : 
41. waktu penulisan catatan lapang : 
42. Hasil observasi   : 
 
xcviii
Lampiran 2. c 
 
M. PEDOMAN OBSERVASI 
29. Tujuan Observasi : Mengamati aktivitas/prilaku penggunaan dana dan 
fasilitas dalam implementasi program pengembangan 
agroforestri 
30. Obyak   :  
31. Alat dan Bahan  : 
o. kertas 
p. bolpoint 
q. Kamera 
 
N. PELAKSANAAN OBSERVASI 
43. Kode/nomor   : 
44. Hari/tanggal   : 
45. Tempat    : 
46. Waktu observasi  : 
32. Fokus observasi                         :   
47. Obyek observasi  : 
48. waktu penulisan catatan lapang : 
49. Hasil observasi   : 
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Lampiran 2.d  
 
O. PEDOMAN OBSERVASI 
33. Tujuan Observasi : Mengamati aktivitas tingkah laku petugas dalam 
implementasi program pengembangan agroforestri 
34. Obyak   :  
35. Alat dan Bahan  : 
r. kertas 
s. bolpoint 
t. Kamera 
 
P. PELAKSANAAN OBSERVASI 
50. Kode/nomor   : 
51. Hari/tanggal   : 
52. Tempat    : 
53. Waktu observasi  : 
36. Fokus observasi                         :   
54. Obyek observasi  : 
55. waktu penulisan catatan lapang : 
56. Hasil observasi   : 
 
cLampiran 3. Hasil Wawancara 
 
No Nama Informan Daftar Pertanyaan Daftar Jawaban 
1 Soeparsono  
(Asper BKPH Lawu 
Utara) 
Selasa, 8 April 2008, 
pukul 9.05 WIB, 
kantor BKPH Lawu 
Utara Tawangmangu 
Siapakah yang menjadi 
petugas implementasi 
program agroforestri di hutan 
Bromo Karanganyar ? 
Yang menjadi petugas 
teknisnya adalah KRPH 
hutan Bromo Karanganyar 
Berapa jumlah petugasnya? Masing-masing desa hutan 
diberikan satu petugas dari 
perhutani, yang ditugaskan 
di hutan Bromo berjumlah 
3 orang 
Apa yang menjadi kriteria 
untuk pemilihan petugas 
tersebut? 
Petugas yang diterjunkan 
di sesuaikan dengan daerah 
atau lokasi, materi yang 
diberikan, kemampuan 
SDM dan berat ringannya 
medan. 
Petugas diberikan pelatihan 
khusus sebelum 
diterjunkan kelapang 
seperti kewirausahaan, 
keorganisasian, manajemen 
pengelolaan dll 
Selama ini bagaimana 
komunikasi yang dilakukan 
dalam implementasi program 
Alur komunikasi yang 
dilakukan adalah secara 
bottom up dari bawah ke 
ci
agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar dari Perhutani 
kepada masyarakat hutan 
atas, yaitu masyarakat 
menyampaikan masukan 
kemudian ditanggapi oleh 
perhutani dan dirundingkan 
bersama. 
Apa kelebihan komunikasi 
bottom up?
Komunikasi ini dapat 
memudahkan petugas dan 
perhutani dalam 
menyampaikan program 
karena pesan/program 
berasal dari masyarakat 
Apa media yang digunakan 
petugas dalam implementasi 
program agroforestri di hutan 
Bromo Karanganyar? 
Media yang digunakan 
adalah dengan pertemuan 
dan penyuluhan 
Adakah hambatan yang 
ditemui? 
Sampai sekarang tidak ada 
hambatan 
Bagaimana dana yang 
digunakan dalam 
implementasi program 
agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar 
Dana yang digunakan 
berasal dari perhutani 
Apakakah dana tersebut 
mencukupi? 
Dana yang dikeluarkan 
perhutani disesuaikan 
dengan rencana kerja 
implementasi 
Apakah ada fasilitas yang 
digunakan dalam 
implementasi? 
Tidak ada fasilitas yang 
diberikan oleh perhutani, 
seringkali fasilitas yang 
cii
dipakai berasal dari pribadi 
petugas 
Apakah motif dari petugas 
melakukan implementasi 
program agroforestri di hutan 
Bromo Karanganyar? 
Petugas melakukan karena 
kewajiban sebagai pegawai 
perhutani, sudah menjadi 
kewajiban para petugas 
kami untuk menjalankan 
tugasnya dengan rela 
sebagai pegawai perhutani 
Apakah ada motifasi lain 
selain itu? 
Tidak ada 
Seperti bonus tertentu untuk 
petugas? 
Tidak ada 
Apakah dalam melakukan 
implementasi ada tekanan-
tekanan dari pihak-pihak 
tertentu? 
Tidak ada tekanan-tekanan 
dari masyarakat karena 
program tersebut 
merupakan kesepakatan 
bersama. 
Bagaimana struktur birokrasi 
yang ada dalam 
implementasi program 
agroforestri di hutan Bromo 
Karanganyar? 
Struktur organisasi dibuat 
sesuai dengan kebutuhan 
yang ada, bisa dilihat 
dalam gambar di ruangan 
Dalam birokrasi apakah ada 
aturan-aturan khusus untuk 
petugas/pegawai 
Ada peraturan tentang 
kepegawaian, melalui buku 
peraturan kepegawaiaan 
Dalam penerimaan pegawai 
biasanya dilakukan oleh 
siapa? 
Perekrutan pegawai 
dilakukan oleh perhutani 
pusat langsung 
ciii
Berapa jumlah personil 
dalam organisasi?  
Personil yang ada sekarang 
ini dirasa masih tidak 
seimbang dengan kondisi 
besarnya wilayah yang ada 
Apakah ada pengawasan 
terhadap petugas 
implementasi? 
Melalui buku saku kegiatan 
sebagai bukti kegiatan 
yang telah dilakukan oleh 
petugas 
2 Bambang Sukotco 
(Kepala KRPH hutan 
Bromo), Kamis 10 
April 2008, pukul 
15.30 WIB di rumah 
pribadi Gandekan 
Tengen Rt 01 Rw 05 
Surakarta 
Siapakah yang menjadi 
petugas implementasi 
program agroforestri di hutan 
Bromo Karanganyar? 
Dari KRPH Hutan Bromo 
Karanganyar 
Berapa jumlah petugasnya? Tiga orang, saya Misdi dan 
Kentut Hartoyo 
Bagaimana kriteria 
pemilihan petugas tersebut 
Petugas diberikan 
pembinaan dan pelatihan 
terlebih dahulu sehingga 
dalam penyampaian 
program dapat 
tersampaikan sesuai tujuan. 
Apa saja pelatihan dan 
pembinaannya? 
Job training yang 
dilakukan oleh perhutani, 
study banding masalah 
tanam, sadapan, perawatan, 
yang bertujuan untuk 
civ
menambah ilmu dan 
pengalaman. 
Bagaimana komunikasi yang 
dilakukan? 
Proses komunikasi adalah 
dari bawah ke atas karena 
program merupakan usulan 
masyarakat dan disetujui 
oleh perhutani dan 
dilaksanakan secara 
bersama-sama, 
penyampaian dilakukan 
sesuai dengan kondisi 
masyarakat 
Sarana apa yang digunakan 
dalam menyampaikan pesan 
program? 
Sarana yang digunakan 
adalah dengan pertemuan, 
penyuluhan, koordinasi, 
training dan simulasi serta 
wawancara 
Bagaimana dana dan fasilitas 
yang digunakan dalam 
implementasi? 
Segala biaya PHBM sudah 
dianggarkan dari pusat dan 
fasilitas yang diberikan 
dalam program PHBM 
tidak ada sama sekali 
Apa yang melatar belakangi 
petugas melakukan 
implementasi? 
Dalam menjalankan 
kebijakan kami didasarkan 
kepada tugas dan 
kewajiban sebagai pegawai 
perhutani, sehingga apapun 
tugas itu asalkan perintah 
dari perhutani ya kita 
cv
laksanakan 
Apakah dalam implementasi 
ada tekanan-tekanan dari 
pihak lain? 
Tidak ada tekanan baik 
dari masyarakat karena 
dalam program ini 
masyarakat dan perhutani 
adalah mitra sejajar 
maupun tekanan intern 
perhutani 
Apakah ada motivasi lain? Meraih prestasi karena 
dapat mempengaruhi 
kenaikan jenjang/pangkat 
yang dinilai dalam DP3  
Apakah ada faktor sosial 
yang mempengaruhi petugas 
melakukan implementasi? 
untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat sekitar 
dan juga menyampaikan 
ilmu yang didapatkan serta 
untuk menambah 
pengalaman kerja, 
kedekatan sosial dapat 
memunculkan rasa 
”pekewoh” dari 
masyarakat 
Bagaimana struktur 
organisasi yang melakukan 
implementasi? 
Struktur seperti gambar 
dikantor 
Bagaimana personil petugas 
yang melakukan 
implementasi? 
Jumlah personil tidak 
memenuhi kebutuhan 
karena jumlah yang sedikit 
tidak sesuai dengan luas 
cvi
lahan yang ada sehingga 
sering terjadi rangkap 
jabatan 
Seperti apa rangkap jabatan 
itu? 
Terkadang KRPH menjadi 
polisi keamanan dan 
mandor, dam sebaliknya. 
3 Budi Rusman (KSS 
PHBM KPH 
Surakarta), Rabu 16 
April 2008 pukul 10.05 
di KPH Surakarta 
Siapakah yang menjadi 
petugas implementasi 
program agroforestri di hutan 
Bromo Karanganyar ? 
Yang menjadipetugas 
adalah dari BKPH Lawu 
Utara dan yang menjadi 
petugas tekhnisnya adalah 
KRPH hutan Bromo 
Karanganyar 
Bagaimana kriteria petugas? Pemilihan petugas 
didasarkan pada 
wilayahnya, mereka 
diberikan perbekalan 
tentang program dengan 
penataran/pelatihan 
terlebih dahulu oleh KPH 
Bagaimana dana yang 
digunakan dalam 
implementasi? 
Dana yang digunakan 
untuk pelatihan-pelatihan, 
pembentukan LMDH, 
pembinaan dan pembuatan 
akta notaris dibebankan 
kepada anggaran perhutani 
Apakah ada fasilitas yang 
digunakan dalam 
implementasi? 
Sedangkan fasilitas yang 
digunakan sangat sedikit 
sekali sehingga terkadang 
menjadi penghambat 
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kinerja perhutani, hanya 
tersedia 1 mobil dinas 
itupun untuk seluruh 
daerah hutan pemangkuan 
KPH Surakarta sehingga 
terkadang menggunakan 
fasilitas pribadi 
Apa yang menjadi landasan 
petugas melakukan 
implementasi? 
Mereka melakukan tugas 
implementasi adalah atas 
dasar kewajiban sebagai 
petugas perhutani 
Apakah ada pemberian 
penghargaan/reward? 
Hasil dari kegiatan yang 
dilakukan dapat menjadi 
pertimbangan kenaikan 
pangkat 
Apakah dalam melakukan 
implementasi ada intervensi? 
Sampai sekarang tidak ada 
intervensi dari masyarakat 
hanya intervensi dari dalam 
perhutani sendiri yaitu 
berupa sanksi jika tidak 
melakukan tugasnya. 
Bagaimana sturktur birokrasi 
yang ada? 
Disesuaikan oleh 
kebutuhan, bisa berubah-
ubah sesuai kebutuhan 
Apakah ada peraturan khusus 
untuk pegawai? 
Ada dengan DP3 atau 
peraturan khusus 
kepegawaiaan, ada di sie 
kepegawaiaan dengan pak 
Triono 
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Lampiran 4.  
Struktur Organisasi LMDH hutan Bromo Karanganyar 
 
Pelindung : Kepala Desa   
Penasehat : KRPH 
Ketua : I. Sukirno 
 II. Sukino 
Sekretaris : I. Ngadiyo 
 II. Sumarno 
Bendahara : Keminanto  
Seksi-Seksi : 
Keamanan : Suparno 
 Sukiyo 
 Reso Reman 
 Sukiman 
 Jaimini 
Perkap : Supeno 
 Sadino 
 Suratno 
 Sakiman 
Penanaman : Karso Sidi 
 Yoto Senen 
 Remin 
Bagi Hasil : Wardoyo 
 Suparjo 
 Suarman 
 Semin 
 Joyo Tarwanto 
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Lampiran 5. Hasil Observasi 
No Pelaksanaan Obyek Observasi Hasil Observasi 
1 6 – 20 April 2008, 
kantor KPH 
Surakarta dan 
kantor BKPH Lawu 
Utara, 
Tawangmangu  
Komunikasi 
dalam 
implementasi 
oleh petugas 
Petugas dalam berkomunikasi 
menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami oleh 
mastarakat yaitu dengan 
bahasa daerah setempat, 
komunikasi yang dilakukan 
antara petugas dan atasan 
dalam organisasi 
menggunakan bahasa 
Indonesia, penyampaian pesan 
kebijakan dari pimpinan 
dilakukan dengan cara 
pelatihan 
2 6 – 20 April 2008, 
kantor KPH 
Surakarta dan 
kantor BKPH Lawu 
Utara, 
Tawangmangu, 
Hutan Bromo 
Karanganyar  
Aktivitas 
birokrasi  
Dalam birokrasi terdapat 
pembagian kerja yang jelas 
akan tetapi terkadang 
pekerjaan tersebut di serahkan 
kepada petugas lain. Hubungan 
struktur birokrasi berjalan baik 
yaitu antara pimpinan dan staf 
tidak terdapat perpecahan baik 
antara staf yang lain. Struktur 
birokrasi disesuaikan dengan 
kebutuhan perhutani. Jumlah 
petugas teknis berjumlah 3 
orang, akan tetapi sering 
didapat dilapang hanya 1 orang 
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petugas  
3 6 – 20 April 2008, 
kantor KPH 
Surakarta dan 
kantor BKPH Lawu 
Utara, 
Tawangmangu, 
hutan Bromo 
KAranganyar 
 Sikap petugas dalam 
implementasi tidak 
bertentangan dengan kebijakan 
yang disampaikan,  
